PELAKSAKAAN PERJANJIAR KREDIT PADA
PT. BAKK PERKREDITAN RAXYAT MRANGGEN MITRAPERSAOA
KECAMATAN MRANGOEN KABUPATEN DEMAK

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana =2

Magister fimu Kenotariatan

Talia Riantini
B4B8.000208

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002



TESIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MRANGGEN MITRAPERSADA
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

disusun oleh

Talia Riantini
B4B.000206

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 20 September 2002
dan dinyatakan telsh memenuhi syaraf untuk diterimg

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002

ii

Menyetujui
Dosen Pembimbing Ketua Program
Magister Kenotariatan
<
HLA. Tulus Sartono,SH., MS Prof IGN Sugangga SH




PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan
didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar
kesarjanaan di suatn perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya Pengetahnan
yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan,
sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

Semaratig, 4 September 2002

Log

. TaiiaJ iantini

iii




KATA PENGANTAR

Pertama-tama, kami panjatkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan , atas
rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tesis inj vang berjudul
“ Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mranggen
Mitrapersada Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak «

Selanjutnya kami ucapkan terimakasih kepada Bp Prof IGN Sugangga, SH
selaku ketua Program Studi dan ketua penguji tesis ini, kepada Bp H.A Tulus
Sartono, SH,MS, selaku dogen pembimbing dan juga Bp. R.Suharto,SH,MHum, Bp.
Suradi,SH,M.Hum , Bp. Ery Agus Priyono, SH,Msi, dan Tbu Hj.Sri Wiletno, SH,
MS, selaku para dosen penguji tesis ini, Juga tak Iupa kepada para dosen Pengajar
serta para staff administrasi pengajaran pada Magister Kenotariatan Universitas
Diponegoro

Tesis ini dapat terselesaikan , juga karena bantuan dan dukungan dari rekan-
tekan sekerja vang berada di PT. BPR Mranggen Mitrapérsada, juga karena
dukungan dari keluarga kami, yang telah tersita waktu dan perhatiannya dari kami,
karena menyelesaikan tesis inj,

Akhir kata, dan tanpa mengurangt kontribusi dari banyak pihak, kami
mengucapkan banyak terimakasih dan Selamat membaca,

Semarang, 23 September 2002
Penyusun

iv




DAFTAR 18]

Halaman Judul
Halaman Pengegahan
Halaman Pernyataan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran
Abstraksi
BAB I: Pendahuluan
A.. Latar Belakang
B. Perumusan Masalzh
C. Tujuan Penulisan
D Xegunaan Penuligsan
E. Sistimatika Penulisan
BAB 11 : Tinjanan Pustaka
A. Pengertian Kredit Perbankan

B. Ruang Lingkup Bank Perkreditan Rakyat

ii
iii

v

viii

10
12
12

18



C. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku
D. Asas Kebebasan Berkontrak
E. Perjanjian Baku dalam Pemberian Kredt Perbankan
BAB II : Mefode Penelitian
A. Metode Pendekatan
B. Spesifikast Peneltian
C. Teknik Penentuan Sampel
D. Teknik Pengumpnlan Data
E. Analisis Data
BAB 1V : Hasil dan Pembahasan
A. Diskripsi Umum tentang kredit di Bank Perkreditan
Rakyat Kecamatan Mranggen
B. Hubungan asas kebebasan Berkontrak dengan syarat
sahnya perjanjian kredit yang dibuat bank dengan
Nasabah Debitur
C. Perlindungan bagi Nasabah Debitur sebagai salah
Satu Pihak dalam Perjanjian Kredit
D. Upaya-upaya yang dilakukan Bank dan Nasabah
Debitur dalam Rangka mengatasi hambatan dan

Perselisihan

vi

22

28

31

36

37

38

38

40

42

43

43

66

78

85




BAB V : Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

vii

95
95
98

106



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbandingan besarnya kredit yang diterima dengan
debitur yang menerima

Tabel 2 : Perbandingan banyaknya debitur lunas dengan besarnya
Jumlah kredit

Tabel 3 : Perbandingan besarnya pelunasan kredit

Tabel 4 : Perbandingan Iaman'ya Jangka waktu dengan penurunan
Jumlah debitur

Tabel 5 : Pertumbuban nasabah debitln' dalam 4 bulan

Tabel 6 : Perbandingan sekior ekonomi dengan jumiah nasabah

Tabel 7 : Perbandingan antara penjamin / borgtoch dengan usia
Dan jumlah debitur

Tabel 8 : Akad Perjanjian kredit dalam bentuk blangko

Tabel 9 : Perjanjian kredit mewakilj kepentingan nasabah debitur

Tabel 10 : Kredit bermasalah yang terjadi di bank

Tabel 11 : Alagan dari kredit bermasalah

viii

37

39

60

61

63

73

77

82

94

95




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :
Data debitur BPR Mranggen Mitrapersada per 28-2-2002

Lampiran 2 :
Perjanjian Kredit BPR Mranggen Mitrapersada

Lampiran 3 :
Surat Pengakuan Hutang

Lampiran 4 :

Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan

Lampiran 5 :

Pemberian Jaminan Secara Borgtocht

Lampiran 6 :

Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Tambahan

ix



ABSTRAKSI

Tesis ini menggambarkan mengenai sebuah Bank Perkreditan Rakyat ( BPR )
» yaitu BPR Mranggen Mitrapersada. Dalam penulisan ini selain menggambarkan
perkenibangan sebuah BPR, penulis juga mengupas mengenai perjanjian kredit yang
berlaku di bank tersebut dihubungkan dengan asas hukum kebebasan berkontrak
yang terjadi dalam suatu perjanjian.

Penulis tertarik menulis hal ini, karena berdasarkan beberapa pendapat ahii |
terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah perjanjian kredit yang dibuat secara
baku dan sudah terjadi dalam masyarakat memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh BPR dalam bentuk baku, ternyata memang
sudah menjadi kebutuhan bagi para pihak, baik bank maupun * debitur, dengan
alasan bahwa hal ini lebih praktis, mudah dan efisien, sedangkan mengenai hak dan
kewajiban, masing-masing pibak sudah tahu dan saling percaya.

Pendapat beberapa sarjana mengatakan bahwa perjanjian kredit dalam bentuk
baku ini adalah melanggar asas kebebasan berkontrak, karena salah satu pihak yaitu
kreditur secara sepihak sudah menentukan klemsula-klansula dari perjanjian dan
pihak lainnya tinggal setuju atau tidak setuju, jadi dalam hal ini debitur yang
mempunyai pilihan tetapi tidak dapat menyafakan kehendaknya. Adanya unsur
pilihan bagi debitur ini pula yang untuk sementara pihak dikatakan bahwa perjanjian
kredit ini tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak,

Terlepas dari pendapat pro dan kontra | pada kenyatasnnya dalam praktek,
perjanjian kredit dalam bentuk bakn menclong semua pihak dalam bertransaksi
untuk lebih praktis, menghemat waktu dan mempermudah pelaksanaannya, sehingga
meskipun aturan hukum berkepentingan agar asas kebebasan berkontrak inmi dapat
terpenuhi , namun kepentingan masyarakat ternyata berjalan dalam arah berlawanan.

Perlindungan hukum bagi pihak yang lemah, yaitu debitur, yang karena
kebutuhan dana, sehingga syarat apapun disetujuinya agar kredit dapat terealisasi,
sangat diperlukan , terutama dalam pengaturan hak dan kewajiban agar lebih
seimbang dalam kedudukannya sebagai mitra antara bank dan debitur, sehingga
sedapat mungkin dihindari ketentuan mengenai klansula yang lebih membebaskan
tanggung jawab salah satn pihak dengan lebih luas. Untuk jtu diperhukan peranan
Pemerintah dan lembaga publik yang dapat menilai dan mengawasi pelaksanaan
perjanjian bakuy ini _

Dengan demikian diharapkan fidak akan timbul permagalahan, yang
beralasan bahwa hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang, sebab dalam praktek
ternyata perjanjian keedit ini sulit dijadikan contract enforcement bagi bank dalam
berperkara di Pengadilan, karena umumnya hakim sudsh beraprioi  bahwa
kepentingan pihak debitur adalah lemah dan perlu dilindungi. Oleh karena itu untuk
mengurangi atau menghindari permasalshan dalam perjanjian kredit, maka sebaiknya
sejak awal sebelum dimulai kredit, bank wajib melakukan analisa dan pada gaat
membebankan kredit, Bank harus memegang prinsip kehati-hatian dicertai dengan
keyakinan bahwa debitur akan mampu dan sanggup mengembalikan dana yang
dipinjam sesusi dengan kesepakatan,




Akhir kata, tiada gading yang tak retak Maksud hati ingin berkarya sebaik-

baiknya, tetapi karena berbagai keterbatasan tentu tesis ini banyak mengandung

kelemahan. Oleh karenanya, kritik dan saran dari
Tanpa mengurangi kontribusi dari banya

siapaun sangat kami nantikan.
k pihak, tanggung jawab atas isi

unaskah dalam buku ini sepenuhnya ada pada kami, penulis.
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ABSTRACTION

This thesis describes about a Bank Perkreditan Rakyat (BPR), that is BPR
Mranggen Mitrapersada. In this writing not only the bank’s development is
described, but the writer also criticizes about a credit agreement conducted in that
bank related to a contract freedom law principle which occurs in an agreement,

The writer is interested in writing this, because according to some experts’
opinions, there is a difference about whether & standardized and an already in
society occurred credit agreement meets the legal condition of an agreement.

The standardized credit agreement made by BPR evidently becomes the
need of the parties, either the bank or the debtor, with a reason that it is more
practical, easier, and more efficient, whereas about the right and the duty, each
party already knows and trusts each other.

Some scholars’ opinions say that a standardized form of credit agreement
1s Tunning against a contract freedom principle, because one of the parties, that is
creditor, already decided the clauses of the agreement partially while the other
party is just to agree or to not agree, so in this case the debtor is having the
choices but not able to state its will. Because of the existence of the choices for
the debtor, some parties say that this agreement is not running against the contract
freedom principle.

Apart from the pro and contra opinions, apparently in the practice a
standardized form of credit agreement helps alt parties to be more practical, save
more time and to be easier in doing the transaction, so even though the penal
provision has the interest that the contract freedom principle can be fulfilled, but
apparently the society’s interest is going to the different direction.

Law protection to the weak party, that is the debtor, who because of the
need of fund, agrees with any condition so that the credit can be realized, is very
needed, especiaily in regulating the right and duty can be more balance in their
positions as partners between the bank and debtor, so that a regulation about a
clause which gives more freedom of responsibility to one party can be avoided as
possible as it can be. That’s why the role of the government and the public
institution, which can value and watch the accomplishment of this standardized
agreement, is needed.

Thus it is hoped that there won’t be a problem which based on the
unbalance right and duty of each party, because in the practice, the credit
agreement is apparently difficult to be used as a contract enforcement for a bank
to be at law, because generally judges already judged that the importance of the
debtor is weak and needed to protected, Therefore, to minimize or to avoid some
problems in a credit agreement, it is best that since the beginning just before a
credit started, a bank is obliged to make analysis and while charging a credit a
bank has to hold an attentive principle along with a belief that the debtor will be
able to and willing to pay back the fund they lend in conformity with the
agreement.

Last but not least, nothing is possible. The sincere aim from the heart is to
work as good as possible, but because of some lacks, of course this thesis contains




some weaknesses. That’s why we wel
everybody.

Without subtracting the contributions from many parties, the responsibility
over the manuscript’s contents in this book is fully on us, the writer.

come critiques and suggestions from

Semarang, 23 September 2002

Writer
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan perbankan dalam lalu lintas bisnis, dapatlah dianggap sebagai
kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis, baik
pengusaha besar maupun pengussha kecil, di samping ity dalam bidang
perekonomian , perbankan merupakan pendukung pelaksana kebijaksanaan
yaug digariskan pemerintah, terutama ditujukan untuk menjaga stabilitas
moneter yang sekaligus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pemerataan pendapatan.

Agar kebijaksanaan pemerintah dapat tercapai , diperfukan adanya
lembaga perbankan yang efisien, dinamis sehingga dapat menjadi sarana
efektif dalam mendukung kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh
pemerintah, unink ita bank yang ada harus sehat agar tercapai perbankan
yang efigien dan dinamis.

Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran
usgha nassbahnya, adalah pemberian kredit berupa uang tunai dengan
imbalan berupa bunga, propisi dan biaya administrasi.

Dari berbagai jenis petjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Perdata dalam Buku IOI Bab V sampai dengan Bab XVII, tidak j

terdapat ketentuan yang mengatur tentang perjanfian kredit.

[UPT-PUSTAL-HEDIR)




Istilah “ perjanjian kredit” ditemukan dalam Instruksi Pemerintah yang
dityjukan kepada masyarakat perbankan, yaitu Instruksi Presidium Kabinet
No. 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966, yang menginstruksikan bahwa dalam
memberikan kredit bentuk apapun, bank wajib. mempergunakan akad
perjanjian kredit.

Juga pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

pada Pasal I ketentuan Pasal 1 Angka 11 disebut istilah :

kredit sebagai penyediaan uang atan tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam uatuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentn dengan pemberian bunga.

Menurut Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjamjian pinjam
meminjam, yang menurut kami mempunyai pengertian yang hampir sama
dengan perjanjian kredit bank.

Pasal 1754 KUH Perdata menysbutkan bahwa -

Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu Jumlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan
keadaan yang sama pula.

Dengan demikian dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang ada, istilah perjanjian kredit hanya ditafsirkan atau tersirat saja dan
tidak didefinisikan secara jelas arti dan maksud dari perjanjian kredit.

Oleh R. Wirjono Prodjodikoro., ! ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata

ditafsitkan sebagai perjanjian yang bersifat riil, hal ini disebabkan karena

' 'Wirvono Projodikoro, Asas-usas Perjarfian, Sumur, Bandung, 1981, hal, 137,




Pasal 1754 KUH Perdata tidak menyebutkan bahwa pihak ke-1
mengikatkan diri untuk memberikan” suatu jumlah tertentn barang-barang
yang menghabis, melainkan bahwa pihak ke-1 “ memberikan suatu Jumlah
tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian”.

Berbeda halnya dengan Mariam Darus Badrulzaman. ? yang menyatakan

bahwa kredit adalah penyediasn uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atan kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumiah bunga, imbalan atau
pembagian hasil keuntungan.
Mariam Darus Badrulzaman juga bemeﬁdapat bahwa perjanjian kredit bank
adatah perjanjian pendahuluan ( Foorovereentomst ) dari penyerahan uang,
Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi
dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara
keduanya. Perjanjian ini bersifat konsesuil ( pacta de contrahendo )
obligatoir, sedangkan penyerahan uangnya adalah bersifat riil. Dengan
demikian pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlakn ketentuan
yang dituangkan dalam model peljaﬁjiml kredit pada kedua belah pihak.

Menurut Undang Undang Pokok Perbankan No. 10 tahun 1998. , dalam
penjelasan Angka 5 Pasal 8 Ayat { 2 ) disebutkan bahwa pemberian kredit
atn pembiayaan berdasarkan Prinsip Syarizh dibuat dalam perjanjian

tertulis., dan umumnya dalam praktek, perjanjian kredit sudah dibuat dalam




perjanjian yang berbentnk baky atau standart yang tertulis , dan dalam bentuk
yang sudah dicetak dan blanko, yang isinya setelah dibaca oleh pemoehon atau
diterangkan secara garis besar oleh pegawai bank, pihak bank hanya meminta
pendapat dari calon nasabah , apakah dapat menerima syarat-syarat yang
disebut sebagaimana tertuang dalam perjanjian blanko. Sedangkan hal-hal
yang kosong di dalam perjanjian kredit seperti besamya pinjaman, besarnya
bunga, jangka waktu kredit, tujuan pemakaian_ g{_ialall hal-hai vang tidak
mungkin diisi sebelum ada. persetujuan dari kedua belah pihak. Isi perjanjian
kredit telah ditentukan terlebih dahulu dengan suatu bentuk tertentu dan telah
dibalarkan dalam bentuk perjanjian standart. Perjanjian kredit ini oleh Mr. A.
Pitlo dinamakan juga perjanjian adhesi,” sedangkan oleh Mariam Darus
Badrulzaman, diterjemahkan dengan istilah “perjanjian baku”.*

Perjanjian baku ini terjadi dilatarbelakangi oleh keadaan sosial ekonomi,
sebab dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka bank akan memperoleh
efisiensi dalam pengeluaran biaya fenaga dan waktu. Bank  dalam
mengadakan perjanjian kredit , dan untuk kepentingannya, menentukan
syaral-syarat secara sepihak, sedangkan pihak lawannya , dalam hal ini
debitur , pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik
karena posisinya, maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa

yang disodorkan padanya.

? Edy Putra Tje’ Aman, Kredit Perbanke suafie tinpuiian yurigis, Liberty, Yogyabarta, 1989 hal, 2}
El A

bid. hal 32.
* Mariam Darusg Badrulzarnan, Aneke Hdzon Bisrs, Alurmnni , Bandung, 1994, hal. 35.




Sehubungan dengan sifat masal dan kolektif dari perjanjian kredit ini,
maka oleh Vera Bolger dalam bukunya Mariam Darus Badrulzaman,
mengatakan bahwa dari sifatnya perjanjian baku dapat dikatakan sebagai
bentuk pilihan bagi debitur untuk “take it or leave it contract”’, Jika debifur
menyetujui salah satu syarat-syarat, maka debitur pilihan  hanya untuk
menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk
mengadakan suatu pernbahan ( meskipun salah satu syarat saja ) sama sekali
tidak ada. Dengan demikian pilthan bagi debitur adalah menyetujui isi
perjanjian kredit yang sudah dibuat secara baku oleh pihak bank, atau
apabila pilihan debitur tidak setuju dengan isi petjanjian kredit, baik sebagian
maupun hanya salah satu persyaratan, maka baginya tidak ada realisasi
pemberian kredit karena perjanjian kredit Jjuga tidak ada_

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perjanjian baku adalah
menawarkan barang dan jasa atas dasar menerima atay menolak tanpa
memberikan kesempatan yang wajar kepada para konsumen untuk
melakukan tawar menawar, untuk memperoleh produk atau jasa yang
diinginkan, kecuali menerima syarat, ®

Terlepas dari kelemahan di atas, pada hakekatnya kita harus dapat
menerima keadaan tersebut sebagai suaty kenyataan, sebab disatu sisi

3

timbulnya perjanjian kredit dalam bentuk petjanjian baku ( standart ) tidak

* bid hal 46.

6 Toto Tohar, Perkembangan Standart Form Contract dan Masalah Kebebasan Berkontrak, LPPM
TINISB A, Bandung, 1988, hal.45.



hanya dilatar-belakangi oleh kaum ekonomi kuat saja, tetapi dilatar-belakangi

pula oleh kemauan pemerintah untuk membantuw/merangsang pertumbuhan

pengusaha ekonomi lemah lewat bantuan kredit, sedangkan pada sisi lain , -

pemberian/pelepasan kredit tanpa disertai adanya persyaratan yang ketat akan

mengakibatkan timbulnya resiko yang besar bagi kelangsungan usaha bank
dan pada akhirnya akan melumpuhkan tuyjuan yang terkandung dalam kredit
itu sendiri.

Dalam praktek perjanjian kredit yang telah dibuat dalam bentuk baku,
dipakai oleh hampir semua bank selaku kreditur gejak awal dimulainya bank
itn ada. Segala persyaratan kredit dicantumken dalam perjanjian baku dalam
bentuk standar yang sudah dicetak, mulai dari para pihak yang berjanji , S?aitu
bank dan debitur, sampai dengan klansula kediaman hulum ( domisili ) bila
terjadi ketidak sepakatan dalam pelaksanaan petjanjian kredit ini. Umumnya
segala akibat hukum dari perjanjian kredit akan dipilih domisiii hukum pada
Pengadilan Negeri di mana bank itu beroperasional.

Alasan pemilihan jqdul yang diambil karena permasalahan di ates yaitu
adanya pendapat yang setwju dan tidak setuju dengan penggunasn perjanjian
baku , dan penulis ingin meneliti secara langsung di dalam masyarakat,
dengan batasan yang lebih sempit yaitu pada perjanjian kredit yang terjadi
pada BPR Mranggen Mitrapersada .




BPR Mranggen Mitrapersada ini dipilih , karena dasrah ini merupakan
daerah yang berbatasan langsung dengan sebelah timur kota Semarang, dan

masuk sebagai wilayah Kabupaten Demak.

Dari beberapa Kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah

pemerintahan Kabupaten Demak, ini, hanya Kecamatan Mranggen yang

paling banfak memiliki Bank Perkreditan Rakyat, baik yang dimiliki swasta .

maupun pemerintah ( Badan Kredit Kecamatan Mranggen , BRI Unit Desa
Bandungrejo dan BRI Unit Karangawen ) Di wilayah Kecamatan Mranggen
ini terdapat 8 ( delapan ) BPR. dan sebugh Badan Kredit Kecamatan serta 2 (
dua ) BRI unit desa.

BPR Mranggen Mitrapersada yang dipilih oleh penulis untuk penelitian
terletak di J1. Bandungrejo Nomor 92 Mranggen, dan kondisi BPR ini pada
akhir tahun 1999 oleh Bank Indonesia mendapat penilaian Kurang Sehat,
sehingga beralih management dan kepemilikan, namun pada tahun 2000, oleh

Bank Indonesia telah mendapat penilaian Sehat,

B. Perumusan Masalah

Dalam latar belakang disebutkan bahwa untuk menganfigipasi keamanan
bagi bank, maka perjanjian kredit dibuat dalam bentuk baku , dan dengan
segala persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh

bank dalam menetapkan syarat-syarat pelaksanaan perjanjizn kredit,




Berkaitan dengan sifat dan bentuk perjanjian baku ini, maka akan timbul
peluang untuk terjadinya sengketa , sebab pada dasarnya , pada perjanjian
baku ini tidak ferdapat asas kebebasan berkontrak, karena isinya secara
apriori ditentukan oleh kreditur.

Walmxpm.l petjanjian kredit telah dibuat dengan klausula-klausula yang
isinya secara sepihak lebih menguntungkan bank, namun dalam praktek
sering timbul masalah-masalah yang bersumber pada perjanjian kredit it
sendiri.

Permasalahan itu ialah ;

1. Apakah dalam melaksanakan perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk
baku , antara bank dengan nasabah debitwnya » Sudab memenuhi syarat
sahnya swatu perjanjian, yaitu memenuhi asas kebebasan berkontrak

yang bertanggung jawab ?

2. Apakah klausula-klausula yang fercantum dalam perjanjian kredit , tidak

bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang
perlindungan Konsumen ?

3. Apa saja hambatan dari Bank dan Nasabah Debitur dalam memenuhi

ketentuan yang tercantum dalam petjanjian kredit dan bila terjadi

perselisihan bagaimana penyelesaiannnya ?



C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanasn perjanjian kredit antara bank dan
debiturnya , telah memenuhi Byarat sahnya sebush perjanjian berkaitan
dengan pemenuhan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab.

2. Untuk mengetahui perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk baku atau
satandart oleh bank memenuhi ketentuan dari Pasal 18 Undang Undang
No 8 tahun 1999 dalam melindungi debitumya.

3. Untuk mengetahui penyelesaian sebagai =kibat timbulnya hambatan

antara kreditur dan debitur dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit,

D. Kegunaan Penulisan

Deri segi teoritis, diharapksn mendapat informasi secara lebih lnas
mengenai pelaksanaan perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk baku oleh _bank
berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum bagj
debiturnya, sehingga diharapkan dapat memperkecil terjadinya perselisihan atan
sengketa antara bank dan nasabahnya.

Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan titik tolak
dalam penelitian yang sejenis secara lebih mendalam dan dalam lingkup yang
lebih luas.
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F. Sistimatika Penulivan

Bab I : Pendahuluan,
Menguraikan mengenai latar belakang masalah disertai dengan alagan-
alasan pengambilan judul , perumusan masalah » tujuan dan kegunaan
dari penuligan ini, dan akhimya disusun Jjuga sistimatika penulisan.

Bab IT: Tinjavan Pustaka,

Menguraikan secara sistimatis sumber-sumber pustaka dan berbagai
pendapat para ahli sebagai sumber asii yvang digunakan dalam
penyusunan tesis. Dalam bab ini diuraikan mengenai perngertian dari
kredit bank secara umum, gambaran mengenai Bank Perkreditan Rakyat,
perjanjian kredit sebagai perjanjian baku, dan asss kebebasan berkontrak
dalam perjanjian bakn serta penerapan perjanjian bakn dalam praktek
perkreditan bank

Bab Il : Metode Penelitian,

Menerangkan mengenai metode yang dipilih dan yang dipergunakan

dalam penelitian, bahsn dan materi penelitian, Teknik pengumupulan
sampel , analisis data dan garis besar sistimatika penulisan.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan,
Menygjikan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan disajikan secara
runtut, terintegrasi dan menjawab dari permasalahan dari bab terdshulu.
Sedangkan pada pembahasan akan divraikan kenyataan dari hasil kerja

penelitian dan hasil temuan akan dibahas secara berurutan
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Bab V : Kesimpulan dan Saran,
Berisi kesimpulan yang merupakan pernyatan singkat dan tepat hasil dari
penelitian dan pembahasan, dan sekaligus merupakan jawaban terhadap
permasalahan. Sedangkan saran akan dibuat berdasarkan pertimbangan
dan pengalaman penulis dan ditujukan kepada peneliti lain yang ingin

melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini
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BAB 11

Tinjaunan Pustaka

A. Pengertian Kredit Perbankan

Secara etimologi perkataan kredit berasal dari bahasa latin “credere * yang
berarti kepercayaan, sehingga berpijak dari arti kata tersebut, dapatiah dikatakan
bahwa pengertian dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan !

Dengan demikian kredit bank merupakan kredit yang diberikan bank kepada
nasabahnyz berdasarkan kepercayaan dengan menyerahkan sejumiah uang
tertentu kepada debiturnya, untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya , dalam
Jangka waktu tertentu , dan dengan imbalan berupa bunga.

Berpijak pada hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur
dalam kredit adalah sebagai berikut :

1. adanya kepercayaan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya
pada waktu tertentu akan diteritma kembali,

2. adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dengan pengembalian
kredit tertentu.

3. adanya prestasi tertentu dalam hal ini adalah uang

4. adanya risiko yang mungkin akan timbul dalazm Jangka waktu tertentu,

5. adanya suatu jaminan untuk menutup kemungkinan tetjadinya wanprestasi

! Bambang Sunggono, Penganitar Huaon Perbankan, Mandar Maju,1995, hal,127.
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. 6. adanya orang/badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia
untuk meminjamkannya kepada pihak Iain. Biasanya disebut kreditur.
7. adanya orang/badan sebagai pibak yang memerlukan/meminjam uvang |

barang atan jasa Biasanya disebut debitur.

Oleh karena unsurnya adalah kepercayasn, maka untuk menghindari kredit
~bermasalah dikemudian hari, selain dari nilai agunan atau jaminan yang
diberikan oleh debitur, maka sebelum memberikam persetujuan pemberian kredit,
pihak bank zkan melakukan tahapan-tahapan penilaian yang berkaitan dengan
pemberian kredit. Sutan Remy Sjahdeni, mengemukakan ada 4 tahapan umum
yang dilakukan sebelum pemberian kredit, yaitu :

1. Tshap sebefum pemberian kredit diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank
mempertimbangkan permohonan kredit calon nasabah debitur, yaitu tahap
analisis pemberian kredit.

2. Tahap setelah kredit diputuskan pemberiannya dan penuangnya dalam
perjanjian kredit, yaitu tahap pembuatan perjanjian kredit.

3. Tahap setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak dan

selama kredit itu digunakan oleh nasabah debitur sampal selama jangka

waktu kredit belum berakhir, yaitu tahap pengawasan dan pengamanan
kredit.

4. Tahap setelah kredit menjadi tidak lancar, yaitu tahap penyelesaian kredit.

2 Sutan Remi Jjahdeni, Upaya Menanggulangi Kredit Macet , Makalah yang disajikan pada Seminar
sehari HIBPER ¢ Himpunan Bank Perkreditan Rakyat ) Jawa Tengah dan DIY, 15-5 1993 4i Yopya
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Untuk tahap ke-1 sampai dengan tahap ke-3 disebutkan sebagai tahap
preventif atau tahap pencegahan bagi bank agar supaya kredit tidak menjadi
macet, sedangkan tahap ke-4 adalah tahap represif atau tahap
perbaikan/penyelesaian setelah kredit menjadi macet. |

Dalam tahap analisa , umumnya bank berpedoman pada formula 4p yaitu
penilaian berdasarkan ;

& Personality, penilaian berdasarkan data identitas/pribadi dari pemohon kredit.

b.  Purpose, penilaian berdasarkan tujuan atau penggunaan kredit tersebut
sesuai line of business kredit bank vang bersangkutan

. Prospect , penilaian berdasarkan bentuk usaha yang akan dilakukan oleh
pemohon kredit, apakah di masa depan aﬁn cerah, baik ditinjau dari keadaan
perkembangan ekonomi maupun kekuatan keuangannya.

d. Payment , penilaian untuk mengetehui kemampuan dari pemohon kredit
untuk mengembalikan pinjaman, ditinjau dari waktu pengembalian serta
jumlah yang akan dikembalikan.

Selain itu penilaian analisa kredit dapat pula berpedoman pada formula 5C yaitu

penilaian yang mendasarkan pada :

a.  Character, penilaian untuk mengetahui tingkat kejujuram, integritas dan
kemauan dari pemohon kredit untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan
usahanya.

b. Capacity, penilaian pada kemampuan pemohon kredit untuk mengendalikan,

menguasai bidang nsahanya serta kesungguhannya dan dapat melihat
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perspektif masa depa:n, sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik dan

memperoleh keuntungan

c. Capital, penilian pada permodalan pemohon kredit, yaitu distribusi modal

yang ditempatkan oleh pemohon bersumber dari mana saja dan apakah telah

efektif penempatannya.

d. Collateral , adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit di mana akan

menjai sarana pengaman atas resiko yang mungkin timbul akibat cedera Jjanii.

e. Conditional of Economy adalah penilaian kondisi ekonomi secara umum atas

sektor usaha dari pemohon kredit, sebagai akibat pengaruh sosial, politik dan

ekonomi.

Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengambil
pendekatan analisa kredit secara tradjsional . Pasal I ketentuan Pasal 8 undang-
undang tersebut menentukan sebagai berikut :

(1 ) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,
Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuanserta kesanggupan Nasabah Debitur
untuk melunasi utangnya atan mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai
dengan yang diperjanjikan.

(2 ) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam Penjelasan angka 5 Pasal & dikemukakan bahwa kredit atay

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung

risiko, sehingga dalam pelaksanaaonya bank harus memperhatikan asas-asas

perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah vang sehat. Untuk

mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan
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berdasarkan prinsip syarizh dalam arti keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewsjibannya sesuai dengan yang
diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebuf, sebelum memberikan kredit, bank
harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,
agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur,

Mengingat balwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka
apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas
kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agupan dapat hanya
betupa barang, proyek, atanw hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang
bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, vaitu
tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis
dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa
barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim
dikenal dengan agunan tambahan,

Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan ( AMDAL ) bagi perusahaan vang berskala besar dan atau berisiko
tinggt agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun ketentuan pokok yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam
pemberian kredit , dijelaskan dalam Penjelasan angka 5 ketentuan Pasal 8 Ayat

(2 ) meliputi :




17

a. pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syarish dibuat dalam
bentuk perjanjian tertulis
b. bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah
Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap
watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Nasabah Debitur
¢. kewajiban bank untuk menyusua dan menerapkan prosedur pemberian kredit
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
d. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur
dan persyaratan kredit stau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
e. larangan bank untuk memberikan kredit atan pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah dengan persyaratan vang berbeda kepada Nasabah Debitur dan stau
pihak-pihak terafiliasi. |
f penyelesaian sengketa
Dengan demikian apabila proses awal pemberian kredit di atas dilakukan
tidak dengan obyektif | selektif dan hati-hati, maka kredit yang diberikan relatif
akan menjadi kredit bermasalah. Oleh karena itu analisa yang baik dan disertai
dengan keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesusi
dengan yang diperjanjikan sangat menentukan k-elancm'an atas pelaksanaan
perjanjian kredit selanjutnya.
Walanpun kredit tersebut dibarengi dengan penyerahan agunan, pamun
tujuan bank bukan semata-mata untuk menguasal agunan tersebut, akan tetapi

hanya merupakan prinsip kehati-hatisn apabila debitur terpaksa bermasalah.oleh
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karena it agunan merupakan benteng terakhir dalsm hal penyelesaian kredit,
maka perlu dimonitor keberadaannya |

Perjanjian kredit merupakan dasar bagi kewenangan bank untuk dapat
mengendalikan penggunaan kredit oleh nasabah. Yang menyangkut dengan
pemberian kreditnya, bank sangat berkepentingan dengan hal-hal yang
menyangkut hak-hak bank dan kewajiban-kewajiban nasabah , baik pada saat
sebelum kredit diberikan, selama kredit diberikan dan setelah kredit jatuh tempo.
Di dalam perjanjian kredit kepentingan-kepentingan bank yang demikian itu

harus tetap terjaga, yaitu melalui pengaturan di dalam klausula-klausula,

B. Ruang Lingkup Bank Perkreditan Rakyat

Mayoritas rakyat Indonesia berpenghasilan rendah dan merupakan golongan
ckonomi lemah. Pelayanan bagi kebutuhan likuiditas berupa pembiayaan dan
kredit bagi mereka umumnya ditakukan oleh bank desa » badan kredit kecamatan,
tumbung desa , bank pasar yang disebut Jjuga sebagai bank sekunder. Bank
sekunder ini merupakan unit yang kecil, dan hanya boleh berusaha terbatas pada
satu wilaysh tertentu sesuai dengan ijin. Bank ini hanya memberi pinjaman kecil
» tidak didagarkan atas jaminan tetapi didasarkan pada kepercayaan_ dan betul-
betul saling mengenal. Ini dimaksudkan untuk mendekati lapisan paling bawah
dari struktur piramida ekonomi, yaita pedagang-pedagang yang modalnya kecil,

yang untuk berkembang tentunya membutuhkan dukungan bank.




19

Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini demikian pesatnya

oleh pemerintah perlu diatur lIebib lanjut Berdasarkan ketentuan Undang

Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan pada

tanggal 25 Maret 1992, Pada Pasal 58 disebuﬂ(én beberapa macam bank

sekunder yang sebelumnya pernah ada di tengah magsyarakat vaitu :

a
b.

c.

Bank Desa ;

Lumbung Desa ;

Bank Pasar ;

Bank Pegawai ;

Lumbung Pitih Nagari ( LPN ) ;
Lembaga Perkreditan Desa ( LPD ) ;

Badan Kredit Desa ( BKD ) ;

h. Badan Kredit Kecamatan { BKK);

k.

1.

Kredit Usaha Rakyat Kecil { KURK );
Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK);
Bank Karya Produksi Desa ( BKPD ) ;

Lembaga-lembaga lain yang dipersamakan dengan itu,

Kesemuanya itu berikutnya diberi status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

dengan setelah memenuhi persyaratan tata cara vang telah ditetapkan dengan

Perafiran Pemerintah. Dalam Penjelasannya diuraikan bahwa mengingat

lembaga-lembaga yang dimaksud di atas felah tumbuh dan berkembang dari

lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat maka
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keberadaan lembaga-lembaga dimaksud diakui. Selanjutnya untuk menjamin
kesatuan dan keseragaman dalam pembinasn dan pengawasan, maka dengan
peraturan pemerintah ditetapkan persyaratan dan tata carm pemberian status
lembaga-lembaga yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank
Perkreditan Rakyat dan selanjutnya Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan
Menkeu No. 221/KMK.017/1993 kepada semua Bank Perkreditan Rakyat diberi
kerempatan untuk mengembangkm operasionalnya yang tidak terbatas hanya di
Kecamatan namun harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu amara lain
tingkat kesehatan dan permodalan.

Menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam
Pagal I Ketentnan Pasal 1 Angka 4 disebutkan

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara Kkonvensional atan berdasarkan Prinsip Syariah vyang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Selanjutnya dalam Pasal I ketentuan Pasal 13 disebutkan bahwé usaha Bank
Perkreditan Rakyat meliputi :

& menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

b. memberikan kredit

¢. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Pringip Syariah,

sesual dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
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d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ) ,
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
Adapun perbedaan antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat

adalah terletak pada larangan atau kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan

oleh Bank Perkreditan Rakyat , sebagaimana diatwr dalam Pasal I Ketentuan

Pasal 14 Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan , disebutkan

larangan usaha bagi Bank Perkreditan Rakyat vaitu :

a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran

b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing

¢. melakukan penyertaan modal

d. melakukan vsaha perasuransian

e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 13 di atas,

Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Undang Undang No. 10 tahun 1998,
bahwa larangan usaha di atas ditujukan untuk menyesnaikan kegiatan usaha
Bank Perkreditan Rakyat yang terutama untuk melayani usaha-usaha kecil dan
masyarakat di daerah pedesaan.

Dari kegiatan usaha di atas, maka penelitian ini akan dikhususkan pada
kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat di bidang perkreditan, yaitu mengenai
pelaksanaan perjanjian kredit.

Semua Bank Perkreditan Rakyat di Kecamatan Mranggen, menvedizkan

perjanjian kredit dalam bentuk blanko untuk melakukan akad perjanjian kredit
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yang dibuat dalam bentuk baku dan sudah tercetak, sehingga debitur hanya

mempunyai pilihan untuk “take it or leave it “ dan Jika debitur setuju dengan

persyaratan yang ada, maka dianggap telah sepakat.

C. Perjanjian Kredit Sebagai Bentuk Perjanjian Bakn

Petjanjian baku ( standart ) sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno.

Tujuan dibuatnya perjanjian baku adalah untuk memberikan kemudahan bagi |

para pihak.

Mariam Darus Badrulzaman., menyatakan bahwa dari keseluruhan jenig

perjanjian baku , dapat disimpulkan bahwa ciri~ciri meniadakan dan membatasi ~

kewajiban salah satu pihak ( kreditur ) untuk membayar ganti rugi kepada debitur

adalah sebagai berikut : 3

1

4.

3.

isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat
dari debitur;

debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;

terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
bentuknya tertulis;

dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual,

Demikian prihatinnya bank terhadap perlunya melindungi kepentingan bank,

sehingga di dalam praktik banyak djjumpai perjanjian-perjanjian kredit, yang

biasanya dibvat dalam bentuk perjanjian baku, merupakan perjanjian-perjanjian

3 Marian Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bark, Hal. 50
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yang berat sebelah atau timpang, Di samping itu sering pula perjanj 1an-perjanjian
kredit mengandung klausula-klausula yang secara tfidak wajar sangat
memberatkan nasabah debitur.

Menurut Sutan Remi Sjahden, yang dimaksud dengan perjanjian baky ialah
petjanjian yang hampir seluruh Klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh
pemakainya ( dalam hal perjanjian kredit maka yang memadi pemnakainya adalah
bank ) dan pihak yang lain ( dalam hai petjanjian kredit pihak yang lain itu
adalah nasabah debitur ) yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk
merundingkan atau meminta perubahan atas klausula-klausula jtu.*

Dalam menghadapi perjanjian kredit berbentuk bakuy yang dipakai oleh bank-
bank, calon nasabah debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh
isi atau klausula-klausula perjanjian itu atan tidak bersedia menerima klansula-
klausula itu, baik sebagian atau selurubnya, yang berakibat calon nasabah debitur
tidak menerima kredit tersebut.

Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan, perjanjian standar
tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak ( Pasal 1320 jo 1338 KUH
Perdata ) , artinya , bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk
menyetujui ( {ake it ) atan menolak perjanjian vang diajukan kepadanya ( feave it
), dan itulah sebabnya perjanjian standart dikenal pula dengan nama take it or

leave it contract. °

4 Sutan Remi 3jahdeni, op.cit, hal. 8
7 Sidharia, Hiskrom Ferlindkorgan Konswmen brlovesia, Grasinde, Jakarta, 2000 hal, 120
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Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian standar, tidak
lain karena dicantumkannya klausula eksonerasi ( exemption clause ) dalam
perjanjian fersebut. Klausula eksenorasi adalsh klausula yang mengandung
kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang
semestinya dibebankan kepada salsh satu pihak.

Menurut Purwahtd Patrik, Syarat eksonerasi ( exoneratie ) yang ada dalam
petjanjian kredit adalah syarat yang berisi untuk membebaskan atau membatasi
tanggungjawab seorang dalam melaksanakan perjanjian, sedangkan syarat
eksenorasi ini adalah termasuk pula sebagai perjanjian baku. ©

Sutan Remi Sjahdeni, menyebut klausula di atas dengan klausula eksemsi
yaitu klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung
jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang
bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya
yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. ’ 7

Beberapa contoh dari klausula-klansula yang secara tidak wajar memberatkan
nasabah debitur anfara lain :

~ Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa

pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan penarikan kredit.

® Purwahid Patrik, Eidam Ferdata 11, op.cit, hal 11
7 Sutan Remi Sjahdeni, op.cit, hal 12
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- Kewenangan bank untuk secara sepihak menentukan harga jual dari barang
agunan dalam hal dilakukan penjualan barang agunan karena kredit nasabah
debitur macet.

- Kewenangan bank untuk secara sepihak sewaktu-wakty mengubah tingkat
sitku bunga kredit.

- Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan
peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian
oleh bank

- Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk
dapat melakukan segaia tindakan yang dipandang perlu oleh bank.

- Pembuktian kelalaian nasabah debitur secara sepihak oleh pihak bank semata

- Pencantuman klansula-klansula eksemsi ( eksonerasi ) yang membebaskan
debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai tindakan bank

Terjadinya perjanjian kredit yang tidak seimbang ini dan mengandung
klansula-klausula yang secara tidak wajar memberatkan nasabah debitur itu

adalah karena bekerjanya asas kebebasan berkontrak yang hampir tak terbatas,

Sebagaimana lazimnya dalam pembuatan perjanjian yang berlandaskan pada asas

kebebasan berkontrak, maka dalam pembuatan perjanjian kredit masing-masing

pihak berusaha untuk merebut ( menciptakan ) dominasi terhadap pihak lainnya,
sehingga semangat yang mendasari datam pembuatan perjanjian kredit menjadi

semangat antara duza lawan janji dan bukannya antara dua mitra Janji.
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Ketidakseimbangan inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya
pembuatan perjanjian baku yang timpang dan mengandung klansula-klansula
yaug tidak wajar serta memberatkan pihak lainnya, bahkan terkadang klausula
tersebut dapat menjadi bertentangan dengaun asas kebijakan publik afau asas
kesadaran hukum yang memuut KUH Perdatﬁ adalah bertentangan dengan asas
ketertiban umum, asas kepatutan dan asas moral. -

Dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Eonsumen ( UUPK ), ditemukan istilah “klal;sula baku “ yaitu dalam Pasal 1
Angka 10 yang mendefinisikan :
klausula bakn sebagai sefiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha
yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan
wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam Pasal 18 Ayat (1 ) Huruf (a ) UUPK. menyatakan pelaku usaha dalam
menawarkan barang dan/atan jasa yang ditujukan watuk diperdagangkan dilarang
membuat atau mencantumkan klansula baku pada setiap dokumen dan/atan
penjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab, selanjutnya dalam
Pasal 18 Ayat ( 2) dipertegas bahwa klausula baku harus difetakkan pada tempat
yang mudah terlihat dan dapat jelas dibaca dan mudah dimengerti, dan jika tidak
dipemuhi maka klausula baku menjadi batal demi hukum,

Melihat dari ketentuan Pasal 18 di atas, maka pengertian klausula baku
dengan klausula eksonerasi adalah tidak sama, di sini klausula baku adalah

klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh

mengarah kepada klaugula eksonerasi.
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Dalam kenyataannya KUH Perdata sendiri juga telah memberi batasan-
batasan terhadap asas kebebasan berkontrak, yaitu adanya ketentuan yang
mengatakan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata
sepakat kedua belah pihak atau karena alasan lain yang dinyatakan dengan
Undang Undang. KUH Perdata juga menyebutkan tiga alasan yang dapat
menyebabkan suatu perjanjian dibatalkan yaitu ;

1. adanya paksaan ( dwang )
2. adanya kekhilafan { dwaling )

3. adanya penipuan ( bedrog )

Ketiga alasan ini dimaksudkan oleh Undang Undang sebagai pembatasan

terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak.

Menurut KUH Perdata, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Sedangkan itikad baik itu tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat tetapi juga
telah mulai bekerja sewaktu pihak- pihak menghendaki untuk memasuki
perjanjian yang bersangkutan, oleh karena itu dalam perjanjian kredit sebaiknya
dilandasi asas kemitraan., bukan saja karena bekerjanya asas itikad baik, tetapi
Juga karena bagi bank, sesungguhnya nasabah debitur adalah mitra bank, karena
bukan hanya nassbsh debitur yang memerlukan bank, tetapi juga bank

membutuhkan nasabah debitur sebagai mitra ussha.
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D. Asas Kebebasan Berkontrak

Asag kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUH
Perdata , yang berbunyi semua persefujusn yang dibuat secara sah berlaku
sebagal undang-undang bagi mereka yang membuainya, dengan demikian dapat
dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menentukan
bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan
kepada siapa saja’ Dengan pembatasan pada ketentuan Pasal 1337 KUH
Perdata yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan
ketertiban umum,

Dapat pula diartikan bahwa kita diperbolehkan dengan leluasa untuk
membuat atan mengadakan perjanjian apa saja bila dibuat secara sah dan akan
mengikat sebagaimana mengikatnya Undang Undang dan perjanjian-perjanjian
yang dibuat secara ssh saja yang mempunyai kekuatan mengikat vang sama
dengan mengikatnya Undang Undang,

Di samping pasal tersebut diatas Pasal 1338 KUH Perdata ini berkaitan erat
dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menganut asas konseunsualisie yaitu suatu
asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya snatu perjanjian culup dengan
sepakat saja dan perjanjian itu telah Iahir pada saaf tercapaiya konsensus antara
kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan di dalam perjanjian

yang bersangkutan.®

® Edy Putra Tje’ Aman, Gp.cit. Hal 27
® Jord hal 26.
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Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian
diperfukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

Kesepakatan mereka yang mengikat diri adalah asas esensial dari hukum
perjanjian. Asas im sering disebut sebagai asas konsens'ualitas yang menentukan
adanya perjanjian. Di dalam asas ini terkandung arti kemavan ( will ) para pibak
untuk saling mengikat diri, sebab dengan adanya kemanan ini membangkitkan
kepercayaan bahwz perjanjian ini akan dipenuhi. Asas kepercayaan ini
merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Menurnt Eggens, manusia
terhormat akan memelihara janjinya. Grotius mencari dasar konsemsus itu di
dalam hukum kodrat, ia mengatakan bakhwa pacta sunt servanda promisorum
Impledorum obligation sebagai janji itn mengikat dan kita harus memenuhi janji
kita.1°

Prof Subekti,SH mengemukakan bahwa asas konsesualisme harus
disimpulkan dari Pasal 1320 dan bukannya dari Pasal 1338 Ayat 1| KUH
Perdata, bilamana sudah tercapai sepakat, maka sahlash perjanjian itu atau

perjanjian itu berlakn sebagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya !!

1% Mariam Darus Badrulzaman, Op cit hal.51
U Subekti, Aneka Perjyion, Citra Aditya Bekti, Bandung, 1989, cetakan ke defapan, hal, 4
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Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas
kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat sebagaimana terdapat dalam
Pagal 1338 Ayat 1 KUH Perdata . Dengan demikian persoalan apakah terdapat
“ada” dan “kekuatan mengikat” pada perjanjian baku, maka secarz teoritis dan
yuridis, perjanjian ini tidak memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 1320
Jo Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata.

Pitlo, dalam bukunya Mariam Darus Badrulzaman, mengemukakan bahwa
perjanjian standart adalah suatu “dwangkontract “, karena kebebasan pihak-pihak
yang dijamin oleh Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata sudah dilanggar , Pihak yang
lemah ( debitur ) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tak mampn berbuat
lain., Stein mengemukakan pula bahwa dasar berlakunya perjanjian standard
adalah tidak adanya kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada pihak-
pihak, khususnya debitur 12

Menurut pendapat Rutten dalam bukunya Purwahid Patrik, perjanjian adalah
perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan fomalitas-formalitas dari peraturan
hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pemyataan kehendak dua atau lebih
orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukem demi kepentingan
salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban

masing-masing pihak secara timbal balik 1*

*2 Mariam Darus Badrulzaman, op.cif, hal.51,

" Durwahid Patrik, Hichon Pevdota IT( Perskatan yang lahir dari peyjanfian dan Dndarg-rundang )
Jilid I, Semarang, Jurusan Hukum Perdata Falkultas Hukum Universitas Diponegoro ( UNDIP )
Semarang, 1985, hal.1
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Van Dunne dalam bukunya Purwahid Patrik menyatakan bahwa perjanjian
dapat ditafsirkan sebagai suatu hubungan atas dua orang atan lebih yaitu terdiri
dari perbuatan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum

penerimaan dari pihak lain.!*

E. Perjanjian Baku dalam Pemberian Kredit Perbankan

Dianutnya asas kebebasan berkontrak memang dianggap relevan bila
dihubungkan dengan kebutuban masyarakat sekarang ini, sebab tidak mungkin
semua perjanjian dapat diatur dalam suate kodifikasi peraturan perundang-
undangan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh perkembangan masyarakat
yang sering kali menuntut kepraktisan serta kemudahan dalam bertindak , selain
Juga didorong oleh kebutuhan masyarakat yang makin komplek.

Perkembangan lebih lanjut dari asas kebebasan berkontrak dalam praktek ,
adalah bahwa para pihak ternyata tidak bebas lagi dalam membuat perjanjian
karena pada satu sisi asas kebebasan berkontrak diakui sebagai salah satn wujud
persyaratan kebebasan individu , namun pada sisi yang lain dirasakan sebagai
pembatas bagi pihak lain dalam membuat perjanjian. Dengan perkatasn lain
dalam membuat perjanjian salah satu pihak tidak bebas dalam menyampaikan
kehendak karena salah satu pihak secara apriori telah menyediakan syarat-syarat
perjanjian , sedangkan pihak lain tinggal menyetujui, dan ini sering terjadi dalam

perjanjian baku atau kontrak baku

% Bidhal 4
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Di sini posisi para pihak saat perjanjian kredit diadakan adalah tidak
memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan rea! bargaining
dengan bank ( kreditur ). Debitur tidak mempunyai  kekuvatan untuk
mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan 181 perjanjian baku
ini. Perjanjian ini mengandung kelemahan, karena dalam perjanjian kredit tidak
terkandung adanya kesepakatan ( konsensus ) dalam arti luas dari kedua belah
pihak, melainkan hanya sepihak, karena pihak pemohon dalam memberi
kesepakatannya hanyalah fictif belaka, Dengan demikian perjanjian kredit bank
seperti diuraikan di atas, tidak saja mengandung kelemahan tetapi juga
menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338
Ayat 1 KUH Perdata.'*

Dengan beralagan, selain praktis dan efisien, penerapan perjanjian bakn
dalam praktek perdagangan sehari-hari, juga masih dalam koridor perundang-
undangan yang ada. Justifikasi yang dipakai pihak produsen ( Bank ) adalah
Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak Hal ini harus
dipshami , bahwa maksud dari Pasal 1320 KUH Perdata merupakan produk
hukum peninggalan kolonial dan dibuat lebih dari sat abad yang lalu , adalah
asas kebebasan kontrak yang dapat diterapkan apabila kedudukan para pihak
seimbang. Apabila kedudukan tidak seimbang, penerapan asas kebebasan
berkontrak akan membawa kecenderungan terjadinya eksploitasi dari pihak yang
kuat kepada pihak yang lemah,'®

3 Eddy Putra Tje’ Aman. Op.cit, hal.33.
16 Sudaryatme, Hukum & Advokasi Konsumen, Citra Adit-a Bakti, Bandung hal.93.




33

Sebagaimana disebutkan di awal , bahwa berdasakan ketentuan Instruksi
Pemerintah diwajibkan bank untuk memberikan kredit berdasarkan akad
perjanjian kredit, namun sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau
tuntlman, yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apa saja isi atau
kiausula-klausula yang seyogyanya dimuat atan tidak dimuat dalam suatu akad
perjanjian kredit,!” .

Perjanjian kredit yang dibuat dengan kiansula-kiausula tertentn diharapkan
dapat memberikan keamanan bagi pihak bank dalam pemberian kredit. Hal ini
penting sebab pada waktu kredit aken diberikan pada umumnya posisi bank lebik
kuat dari pada calon nasabah debitur. Ini dikarenaksn pada sast pembustan
perjanjian kredit calon nasabah debitur tidak akan banyak menuutut karena kuatir
pemberian kredit akan dibatalkan. dan inilah yang menyebabkan posisi tawar
menawar bank menjé.di sangat kuat. Keadaan ini umumnya terjadi pada
pengusaha menengah atau pengusaha golongan ekonomi lemah , yang
merupakan kelompok yang disatu pihak jumlaheya sangat besar sedangkan di
pihak lain dana perbankan yang ada jumlahnya terbatas, sehingga dapat
dikatakan bahwa di sini kredit mempunyai kedudukan yang bersifat seller’s
market.

Namun keadaan akan berbalik dalam hal perjanjisn kredit sudah
ditandatangani dan kredit sudah disalurkan, bila nasabah debitur memang

mempunyal integritas yang baik untuk tidak menyalahgunakan kredit dan secara

7 Sutan Remy Sjehdeni, KZebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Parz Pikak
Dalam Perjanyian Kredit Bank di Jelonessz, Institut Bankir Indonesia, Seri Hukum Perbankan,hal. 12
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sportif menyelesaikan kreditnya sesuai dengan perjanjian, maka bank tidak perlu
mencari peniyelesaian melalui bantuan hukum.

Tetapi yang banyak terjadi adalah bshwa dalam keadaan kredit macet ,
karena kredit telah disalahgunakan oleh nasabah debitur atau karena usaha
nasabah debitur mengalami kemacetan , ternyata bank tidak dapat mengandalkan
sarana contract enforcement yang disediakan oleh hukum. Sarana-sarana
contract enforcement yang disediakan oleh hukum itu sangat tidak memadai
untuk dapat memberikan pertindungan kepada bank dalam rangka pengembalian
kredit itu, Begitﬁ tidak memadainya, sehingga sering kali membuat bank tidak
berdaya sama sekali, dan dalam praktek seringkali kredit yang nmce;t tidak dapat
ditagih sama sekali dan terpaksa dilakukan penghapusbukuan dari asset bank,

Adapun tindakau-tindakan bank yang diambil berdasarkan kewenangan yang
diberikan oleh klausula-klansula dalam perjanjian kredit, termyata oleh
pengadilan , atag dasar gugatan nasabah debitur, dinyatakan sebagai perbuatan
melawan hukum atau klavsula itu oleh pengadilan dinyatakan ilegal karena
adanya penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden ) dani pihak
bank atan dapat pula dinyatakan klausula itu bertentangan dengan kepatutan atan
keadilan.

Dengan demikian klavsula-klausula dalam perjanjian kredit yang pada
mulanya oleh bank diharapkan dapat menjadi andalen untuk melakukan

tindakan-tindakan terhadap nasabah debitur apabila tidak terpenuhi kewajiban
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menurut perjatjian kredit, ternyata tidak dapat digunakan dan hanya menjadi
macan kertag belaka.

Industri perbankan di Indonesia sama sekali tidak dapat mengharapkan
bantuan pengadilan untuk menagih kredit-kredit macet gekalipun kredit telah
dinikmati oleh nasabah debitur yang tidak baik. Bukan hanya memerlukan waktu
yang lama, tetapi nampaknya pengadilan dalam memeriksa dan mengadili
pettikaian anftara bank dan nasabah debitur hanya melihat secara sepihak saja,
yaitu dari sisi nasabah debitur. Pengadilan bersikap apriori bahwa dalam
berhadapan dengan bank, nasabah debitur adalah pihak konsumen yang lemah
dan hatus dilindungi terhadap bank selakn pihak yang lebih kuat, dan kurang
memperhatikan kewajiban untuk melindungi kepentingan pihak lain dalam

perjanjian kredit yaitu Bank.
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BAB I

Metode Penclitian

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan berbadan! hukum
Perseroan Terbatas ( PT ) Bank Perkreditan Rakyat yang umumny;i dikenal
scbagai BPR yang bergerak pada sektor keuangan perbankan di|wilaysh

kecamatan Mranggen kabupaten Demak, dengan studi kasus penelitian pada

galah sutn BPR yang ada di kecamatan tersebut yaitu PT., Bank Pe{h'editan
Rakyat Mranggen Mitrapersada ( BPR MMp ) yang terletak :dl jalan
Bandungrejo nomor 92 Mranggen.

Di wilayah kecamatan Mranggen, terdapat 9 { sembilan ) BPR/BEK. dan
2 { dua ) BRI unit desa. Populasi yang akan diteliti penulis adalah nasabah
dari BPR Mranggen Mitrapersada selaku salah satu pihak dalam perjanjian
kredit dan pihak lainnya adalah BPR Mranggen‘Mitrapemada selakn pihak
mewakili kreditur. |

Adapun jumlah nasabah BPR Mranggen Mitrapersada ini jmeliputi
nasabah penyimpan dana yaitu deposito dan tabungan serta nassbah kredit.
Oleh karena penelitian ini adalah mengenai perjanjian kredit, maka populast
yang diambil dari nasabalnya adalah nasabah yang mengambil kredit pada
bank tersebut.

Penelitian mulai dilakukan mulai awal bulan Maret 2002, dengan

|
|
bersumber data dari nasabah debitur per tanggal 28 Febuari 2002, yang pada
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waktu itu berjumlah 547 nasabah debitur ( sumber data primer ) .Dan pada
saat penelitian ini berakhir per tanggal 30 Juni 2002, jumlah nasabah tersebut

di atas tinggal sebanyak 323 nasabah debitur.

B. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan
melaknkan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non
dokirinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah — kaidah hukum yang
berlaku dalam masyarakat. .} t
Dalam penelitian ini ditekankan pada langkah-langkah pengamatan dan
analisa yang bersifat empiris kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan penelitian
hukum secara empiris dilakukan dengan cara memperoleh data dari data
primer yaitu dari Bank Perkreditan Rakyat dan nasabah debiturnya, dengan
melihat secara langsung keterlibatan para pihak , yaitu bank dengan
debiturnya dalam pelaksanaan akad perjanjian kreditnya. Kemudian data-
data yang ada dikelompokan dan disajikan dalam bentuk tabel yang

sederhana, untuk selanjutnya dianalisa secara kuantisir, berdasarkan hasil

penelitian yang diperoleh.

! Ronny Hanitijo Soemitro Metodolog i Perelition Hdews dan Jurimetrf,Ghalia Indonesia, Jakarts,
netakan kelirna, 1994, hal. 34.
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C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan datam penelitian ini adalah
deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berfaku
dikaitkan dengan teori-teori lukum dan praktek pelaksanaan hukum positif
vang menyangkuft permasalahan di atas.

Penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat dengm para dsbitur,
dispesifikasikan pada realita yang terjadi pada bank tersebut dengan nasabah
debitornya dalam melaksanakan perjanjian kredit, untuk kemudian

membandingkan antara teori-teori hukum dengan praktek pelaksanaannya.

D. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik non random sampling dengan
memakai purposive sampling yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil
subyek didasarkan pada tujuan tertentu dan Quota Sampling , yaitu penarikan
sampel terhadap nasabah debitur yang bermasalah | dengan tujuan untuk
mendapatkan replika dari populasi , yang hendak digeneralisasikan oleh
peneliti.

Penentuan sampel diambil hanya pada nasabah kredit vang berada di
Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitrapersada yang mepurut catatan pada

tanggal 28 Februari 2002 berjumlah sekitar 547 debitur. Dari Jumilah tersebut
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sampai pada akhir penelitian yaitu tanggal 30 Juni 2002 , ternyata sebanyak
224 nasabah ( sekitar 40 % ) telah selesai kredit menurut catatap pembukuan
Bank, sehingga sisa nasabah debitur sebanyak kurang lebih 60 % disampel]
dengan mengisi angket berupa kuesionaire tertutup yang telah kami sedizkan
pada Bank, pada saat debitur membayar atigsuran pada Baok, dimulai dari
bulan Maret 2002 sampai dengan Akhir bulan Juni 2002, |

Earena jawaban dilalukan di bank pada saat responden membayar
angsuran, maka diperkirakan dari jawaban tersebut , bisa terjadi bukan pada
responden yang sesungguhnya adalah nasabah debiter, melainkan orang lain
yang sebetulnya bukan responden. Namun kemungkinan diperkirakan hanya
sebesar 10 % sd 20 %, mervpakan data yang bias, hal ini terlihat dari jawaban
angket yang berisi tidak tahu atau kurang mengerti sebanyak 53 responden
dan jawaban yang dikosongi sebanyak 18 responden

Banyaknya sampel yang diambil, disebabkan karena begitu hetero gennya
nasabsh debitur dan sangat variatif dan diharapkan, dengan banyaknya
sample yang masuk seperti hasil sensus ini, maka kesalahan dapat lebih
diperkéoil dan keakuratan data dapat diperoleh.

Hasil  dan jawaban dari sampel yang diperoleh dikelompokan
berdasarkan kriteria :
a pada tujuan penggunaan kredit dengan pengelompokan berdasarkan

bidang sektor ekonominya

b. berdasatkan nsia nasabah debitur
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¢. berdasarkan jumlah kredit yang diterima dan lamanya jangka wakty
pengembalian kredit.
d. Berdasarkan agunan yang diberikan . )

Sedangkan untuk teknih Quota sampling , diterapkan pada nasabah
debitur yang bermasalah, yaitu yang mengalami tunggakan kurang lancar,
berbentuk wawancara terpimpin. Sampling ini dipilih karena sulitnya
mendapatkan data dari nasabah bermasalah sehingga yang menjadi

responden disini adalah nasabah vang kebetulan dapat diternui oleh peneliti.

E.Teknlk Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan adalah dengan :

L Data Primer, diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke
lapangan dan terlibat langsung dengan proses dan permasalahan, Data
primer ini didapat dari :

a Pengamatan { Observasi )
Yaitu dengan mengamati dan terlibat langsung serta mengikuti
proses pelaksanaan perjanjian kredit yang terjadi pada BPR
Mranggen Mitrapersada selaku Bank dengan para debiturnya

b. Wawancara { Interview )
Wawancara dengan pimpinan serta bagian kredit BPR dengan
bentuk wawsncaranya adalah bebas terpimpin yaitu dengan

mempersiapkan terlebih dahulu pertanysan-pertanyaan sebagai
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pedoman dengan tetap dimungkinkan adanya variasi pertanyaan
yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara,

¢. Daftar Pertanyaan atau Kuesioner

Membuat pertanyaan yang disusun dalam bentuk kuesioner

tertutup, untuk memperoleh pendapat para responden dari pihak |

debitur , dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai
suat gejala serta untuk mengukur ' variable:variable darj
responden,
Data sekunder, berupa studi kepustakaan,. yang merupakan bahan-
bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum data primer dana
dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.,
Studi ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori berupa
pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain
yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam
bentuk ~bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi
yang ada. Data sekuneder ini diperoleh dari :
a Literatur, berupa buku-buku yang berkaiétan dengan perjanjian
dan perbankan, yang disertai dengan pendapat para shli hukum
b. Peraturan Perundangan
¢. Karya ilmish para sarjana, berupa tulisan aten makalah, disertasi

dan tesis lainnya.
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F. Analisis data

Analisiz data yang dilakukan adalah metode analisis normatif - kualitatif,
dimana data primer yang dikumpulkan di lapangan, akan diolah dengan
memeriksa kembali informasi yang telah diterimanya. Data-data yang masuk
akan diperiksa kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsisiten
dari jawaban yang diberikan, relevansinya bagi pepelitian, maupun
keragaman dari data-data yang diterima peneliti, untuk selanjutnya dilakukan
pencatatan data secara sistematis dan konsisten dan selanjutnya dianalisa
secara kualitatif gupa mencapai kejelasan dari masalah yang akan dibahas,

gserfa disajikan dalam bentuk tesis.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Umum Tentang Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat

Kecamatan Mranggen

Kecamatan Mranggen, merupakan salah satu dari 19 kecamatan yang dimiliki

dan menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Demak. Dari banyaknya kecamatan

yang dimiliki oleh Kabupaten Demak, hanya kecamatan Mranggen yang

memiliki banyak bank-bank jenis sekunder ini. Di Kecamatan ini terdapat 9 Bank

Perkreditan Rakyat yang sebagian besar dimiliki oleh swasta yaitu :

L

2.

6.

7.

BPR Mranggen Mitra Persada

BPR Artha Makmur Nugraha Sejahtera
BPR Karticentra Artha

BPR Restu Mranggen

BPR Swadharma

BPR Kusuma Langgeng

BPR Artha Mranggen Jaya

Sedangkan yang lainnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yaitu BPR BPD Artha

Manunggal Jaya, yang merupakan anzk perusahaan dari Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah dan BPR BKK Mranggen, yang dimiliki oleh Pemerintah

Daerah II bersama dengan Bank Pembangunan Daerah. Di samping itu masih




terdapat dua Bank Rakyat Indonesia unit desa yang melayani masyarakat
pedesaan, dan merupakan bank cabang desa dari BRI cabang Demak.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab Tinjavan Pustaka, bahwa pemberian
kredit adalah pemberian kepercayaan dari pihak pemberi kredit ( Bank ), yang
mengandung arti bahwa pihak penerima kredit ( nasabah debitur } akan
mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telsh
disepakati dan mempunyai kemampuan / kesanggupan untuk mengembalikan
prestasi tersebut pada waktu tertentu,

Pengertian waktu tertentu disini adalah waktu yang akan datang vaitu berupa
penundaan pembayaran atas uang yang diterima nasabah debitur kepada bank
pada saat sekarang dan akan dikembalikan pada masa yang akan datang sesuai
kesepakatan ataupus tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit,
misalnya 1 minggu, 1 bulan atan beberapa tahun., sehingga tenggang waktu
antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini adalah suatu hal yang
abstrak dan sukar untuk diraba, karena kemungkinan nasabah debitwr dalam
mengembalikan prestasi , dapat lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan , dapat
pula tepat waktu sebagaimana ditentukan dalam peijmgjian kredit, bahkan dapat
pula melebihi waktu yang diperjanjikan.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa di dalam kredit
terkandung pengertian resiko, yaitu resiko bagi bank bahwa uang yang telah
diberikan kepada nasabah debitur , dapat berakibat tidak kembali sepenuhnya,

bahkan dapat pula menjadi kredit macet Oleh karena itu bank harus
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memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat dan selektif dengan asas
bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan nasabah debiturnya untuk
melunasi hutangnya.

Untuk mendapatkan keyakinan tersebut, Bank Perkreditan Rakyat Mranggen
Mitrapersada, sebelum memberikan kredit kepada nasabah debiturnya, terlebih
dahulu dilakukan analisa penilaian dengan cara melakukan tinjanan langsung ke
lapangan pada lokasi usaha dan tempat tinggal debitur, dan metakukan
pengecekan pada lingkungaﬁ di sekitar lokasi usaha ata tinggal debitur.
Pengecekan ke lapangan didasarkan pada penilaian 5 C yaitu terhadap watak,
kemampuan, modal , jaminan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa dalam analisa selain pada keyakinan
bahwa nasabah debitur akan mampu untuk membayar kembali hutangnya, maka
pada saat tinjauan ke lapangan , diperiksa pula keadaan jaminan yang diberikan,
baik berupa rumah, tanah ataupun kendaraan,

Meskipun Undang Undang No. 10 tahun 1998, menyebutkan bahwa apabila
diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utapgnya,
maka dapat diterima agunan berupa barang, proyek , atan hak tagih yang dibiayai
dengan kredit yang bersangkutan. Namun di BPR Mranggen Mitrapersada tidak
menerima pemberian agunan tersebut di atas, sehingga walaupun ada keyakinan
bahwa nasabah debitur mampu mengembalikan utangnya, akan tetapi apabila
agunan yang diberikan adalah berupa tersebut di atas, maka pemberian kredit

tidak akan dipenubi dan tidak akan terjadi, kecuali sebagai jaminan tambahan..
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Sebaliknya untuk jaminan berupa tanah yang kepemilikannya didasarkan
pada hukum adat , yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk,
dan lain-lain yang sejenisnya dapat digunakan sebagai agunan, BPR Mranggen
Mitrapersada dapat menerimanya disertai keyakinan terhadap nasabah debiturnya
mampu unfuk membayar,

Pemberian agunan berupa tersebut di atas, umumnya diberikan untuk Jjenis
pendanaan kredit mikro atau Proyek Kredit Mikro ( PKM ) merupakan proyek
pengembangan usaka mikro di pedesaan melalui penguatan BPR. dan LPSM serta
penyaluran kredit nasabah mikro, baik perorangan maupun yang tergabung
dalam kelompok, sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.
28/19/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1995. Lingkup Kegiatan Kredit Mikro adalzh -

1. Penyaluran kredit kepada masyarakat yang melaksanakan usaha mikro glina
mengembangkan usahanya melalui BPR

2. Penguatan BPR melalui penyediaan dana untuk kredit mikro, kredit komputer
dan kredit sepeda motor serta pelathan agar dapat memperluas jasa
pelayanan keuangan untuk pengembangan dan kesinambungan usaha mikro.

3. Penguatan LPSM melalui penyediaan dana untuk kredit komputer dan kredit
sepeda motor serta pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam
mengorganisasikan  kelompok rakyat miz;ldn dan mendekati miskin,
menyediakan pelatihan ketrampilan yang sesuai serta kegiatan lainnya yang

dapat membantu meningkatkan pendapatan,
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Pendanaan dengan fasilitan kredit Mikro inj maksimal  sebesar Rp.
1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk pertama kali, sedangkan untuk selanjutnya
dapat dipertimbangkan secara bertahap maksimal sampal dengan Rp. 2.000.000, -
( dua juta rupiah ). Adapun usaha mikro yang dijalankan oleh rakyat miskin atay
mendekati miskin yang mempunyai ciri-ciri :

a. Dimiliki oleh keluarga

b. Mempergunakan teknologi sederhana

¢. Memanfaatkan sumber daya lokal

d. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditin gralkan

Sedangkan lembaga yang dapat menjadi peserta PKM adalah Bank
Pembangunan Daerah { BPD ), Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) dan Lembaga
Pengembangan Swadaya Masyarakat ( LPSM )

Selanjutnya dengan Peraturan Bank Indenesia No, 3/8/FBY/2002 tanggal 25
April 2001 , pemberian kredit mikro ditetapkan bahwa untuk pertama kali
diberikan maksimal Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan selanjuinya dapat
dipertimbangkan secara bertahap sampat dengan Rp. 5.000.000,- ( lima juta
rupiah )

Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pemberian kredit dapat
dilakukan oleh bank atau tidak saugat tergantung kepada jaminan yang diberikan
oleh pemohon kredit, di mana dalam praktek masalah Jaminan yang diberikan

oleh pemohon kredil ini memegang peranan vang sangat dominan. '

! Bembang Sunggono, Op.cit, hal 131




48

Hal ini terlihat pula bahwa dalam penelitian di BPR Mranggen Mitrapersada,
apabila nasabah datang kepada petugas ( customer service atan marketing )
dengan mengatakan keinginan pemohon kredit untuk menanyaken cara
mengaimbil kredit, maka petugas akan menerangkan secara garis besar prosedur
yang ada dan ditanyakan pula tentang jaminan / agunan kredit yang akan
diberikan. Dan kenyataan pula dalam praktek penelitian di Bank, ditemukan
bahwa besarnya bunga kredit yang akan diberikan sangat bergantung pula
dengan jaminan / agunan yang akan diberikan.

Umumnya untuk jaminan berupa kendarsan baik roda dua maupun roda
empat, umur tahun kendaraan berpengaruh pada besarnya bunga kredit, hal ini
berdasarkan pertimbangan bahwa umtuk tahun kendaraan yang berumur lebih dari
seputuh tahun akan kesulitan untuk dilakukan asuransi., karena umumnya
perusahaan asuranzi hanya mengcover asuransi jenis Total Lost Only ( TLO )
untuk kendaraan roda empat dengan ketentuan maksimal usia kendaraan sepuluk
tahun ( termasuk jangka waktu kredit ) . Sedangkan untuk kendaraan roda dua ,
premi asuransi untuk jenis asuransi di atas bertarif sangat mahal, sehingga di
BPR Mranggen Mitrapersada tidek ditntup dengan asuransi, akan tetapi
ditetapkan bunga kredit yang lebih tinggi dan pembatasan jumlah kredit yang
diberikan.

Penutupan Asuransi dilakukan bekerja sama dengan Perusahasn Asuransi.

Adapun jenis asuransi yang ditawarkan ada 2 macam yaitu : >

? Radiawati, kepala bagian administrasi bank : wawancara
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1. All Risk, yaitu jemis penutupan asuransi dengan pertanggungan mmeliputi
sepala rigiko

2. Total Lost Only ( TLO ), wyaitu jenis pemmtupan asuransi dengan
pertanggungan hanya meliputi peritiwa kehilangan atau kecelakaan yang
berakibat kerusakan pada barang yang ditanggung, hingga menimbulkan
kerusakan mencapai 75 % ( tjubk pulvh lima prosen ) dari nilat
pertanggungan

Untuk masing-masing asuransi berlaku tarif yang berbeda, Asuransi All Risk

tacif preminya Iebih mahal dibandingkan dengan asuransi TLO.

Untuk jaminan yang tidak dapat ditutup dengan perlindungan asuransi , Bank
menawarkan atan memberikan ketentuan kepada nasabah debitur sebagai berikut:
- Menutup dengan asuransi jiwa bagi nasabah debitur '

- Mengenakan bunga kredit yang sedikif lebth tinggi dari keteatuan

Umumnya nasabah debitur yang mengambil kredit untuk jangka waktu pendek,
misalnya kurang dari setahun, keberatan dengan penutupan Asuransi. Hal ini
disebabkan ketentuan penutupan asuransi harus dilakukan minimal 12 bulan atau |
setahun , Demikian juga untuk jaminan kendaraan berupa kendsraan jenis
angkutan umum, dimana kendaraan digunakan untuk mengangkut penumpang
berdasarkan rute yang ditetapkan oleh DLLAJR, nasabah debitur lebih memilih ~
kenaikan bunga, hal ini didasarkan pertimbangan bah\;va angkutan umnm jarang

dicuri karena kendaraan wvmum hanya boleh lewat pada jalur yang ditentukan,
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dan jarang terjadi kecelakaan vang berakibat kerusakan mencapai ketentuan
sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan asuransi TLO.

Selain faktor di atas, kesadaran davi masyarakat , khususnya nasabah debitur
mengenai manfaat asuransi sangaf kurang juga pemikiran adanya beban vang
cukup besar untuk membayar premi akan menambah faktor biaya dan
mengurangi pencairan kredit yang akan diierima, karena asuransi biasanya
dipungut pada awal kredit dan besarnya premi yang wajib dibayar adalah sebesar
penutupan selama masa kredit. ©

Selain itu pinjaman kredit dengan agunanu kendaraan, masih harus ditutup
dengan perjanjian Akta Fidusia di notaris, pada BPR Mranggen Mitrapersada ,
Akta Fidusia digunakan unfuk perjanjian kredit dengan plafond pinjaman
minimal dua puluh lima juta rupiah, yaitu selain dilakukan perjanjian di bawah
tangan dengan perjanjian standar yang sudab disediakan oleh bank, masih

digunakan pula perjanjian Akfa Pengakuan Hutang dan Akta Fiducia di kantor
notaris.

Sedangkan untuk kredit dengan agunan berupa tanab/bangunan, beban
terbesar terletak pada biaya administrasi, mengingat bahwa untuk melakukan
pengikatan hukum masih ditambah dengan biaya pengikatan di notaris, yaitu

berupa pengikatan akta Pengakuan Hutang dan Akta Pembebanan Hak

Tanggungan.
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Namun dengan adanya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
26/24/KRP/Dir tanggal 29 Mei 1993 , maka persoalan di atas dapat
ditanggulangi, dimana SK Direksi BI tersebut menetapkan batas jangka waktu
lain untuk penggunasan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan guna
menjamin pelunasan kredit-kredit tertentu, yang salah satu keputusannya
menyatakan bahwa SKMHT yang digunakan untuk menjamin pelunasan jenis-
jenis Kredit Usaha Kecil berlalu sampai saat berakhimya masa berlakunya
perjanjian pokok.

Dalam Pasal 3 Ayat 3 dari Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Pertanahan Nagional Nomor 4 tahun 1996 menyebutkan Swrat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan berlaku sampai saat berakhimyz perjanjian ’

pokok untuk pemberian kredit produktif yang diberikan oleh Bank Umum dan

Bank Perkreditan Rakyat dengan plafon kredit tidak melebihi Rp. 50.000.000,- ( .

lima puluh juta rupish ).

Dalam praktek Di BPR Mranggen Mitrapersada, hampir sebagian besar |
untuk kredit dengan agunan tamah dilakukan dengan perjanjian Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan, akan tetapi biaya notaris tetap dihitung zeakan-
akan dengan telah dilakukan Akta Hak Tanggungan , di mana atas sisa
pembayaran notaris dijadikan sebagai tabungan nasabsh debitur yang diblokir,
dengan ketentuan apsbila tidak terjadi wanprestasi dari debitor, pada saat
pelunasan kredit, sisa biaya dikembajilcan kepada nasabah debitur berikut bunga

tabungannya, akan tetapi jika terjadi wanprestasi maka dilakukan debet atas
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tabungan nasabah debitur yang diblokir oleh bank dan dipergunakan sebagai
biaya membebankan Hak Tanggungan . * |

Untuk pemberian kredit dengan jaminan berupa sertipikat rumah atau
bangunan, tidak diwajibkan untuk dilakukan penutupan aswuransi kebakaran.
Alasannya adaiah umumnya nasabah debitur kurang memahami asuransi |
sedangkan alasan lainnya adalsh agunan yang diberikan merupakan bangunan
unfuk tempat tinggal , bukan untuk usaha industri yang umumaya riskan
terhadap kebakaran,

Pada kenyataannya BPR MM ini , mensyaratkan adanya pemberian jaminan
untuk pencairan kreditnya , ini digebabkan bahwa masalah Jjaminan datam kredit ,
pada dasarnya sangat penting artinya, khususnya sebagai alat untuk memperolsh
kembali kredit yang telah diberikan, dan sebagai alat pengaman atan untuk
memperkecil resiko dari kredit yang telah diberikan, baik untuk menjaga
kepentingan bank maupun untuk menjaga pengembalian dana masyarakat yang
dititipkan kepada/dalam bank tersebut. Sehingga masalah jaminan dalam
permohonan kredit merupakan salah satu aspek penilaidn bank kepada nasabah.

Walanpun telah disadari sepembnya oleh pihak bank, bahwa setiap kredit
yang diberikan kepada debitur selalu diiringi dengan berbagai resiko, namun
bukan berarti pihak bank harus mengendorkan usahanya yang berupa pemberian
kredit, seperti telah diketahui bahwa pemberian kredit tersebut memang

mervpakan salah satw usaha yang utama dari bank untuk dapat memperoleh

* Nyoo King An. Direktur bank : wawancara
¥ Stamet Edhi Nugroho, : wawancara
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keuntungan yang diharspkan , yang pada akhirnya dapat mempertahankan

kelangsungan hidupnya, kredit juga sangat dibutuhkan oleh nasabah debitur

untuk memperoleh modal guna memenuhi berbagai keperluan usaha/bisnisnya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di BPR Mranggen Mitrapersada
sejak bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Juni 2002, yang bersumber pada
pinjaman kredit per tanggal 28 Febuari 2002. Pemberian kredit di BPR tersebut
dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut : ¢

a. Plafond kredit

- Batas Maksimun Pemberian Kredit ( BMPK ) kepada setiap nasabsh debitur
atan kelompok peminjam ditetapkan maksimun 20 % dari modal yang
dimiliki Bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Edaran
Bank Indonesia No. 31/61/KEP/DIR tanggal 9 juli 1998.

- Batas Maksimun Pemberian Kredit bagi pihak-pihak yang terkait dengan
Bank, baik secara individual maupun secara keseluruhan ditetapkan
maksimun sebesar 10 % dari Modal Bank.

Pengertian pihak vang Terkait dengan Bank ,. ditetapkan oleh Pasal I angka 6
dalam Surat Edaran Bank Indonesia di atas, sebagai berikut :

1. pemegang saham yang memiliki saham 10 % ( sepuluh perseratus ) atau lebih
dari modal disetor Bank

2. anggota dewan komigaris

3. anggota direksi

* Nyoo King An : wawancara
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. keluarga dari pihak-pihak tersebut di atas, yaitu keluarga sampai dengen

derajat kedua dalam garis lurns maupun garis kesamping termasuk mertua,

menantu dan ipar

. pejabat Bank lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif

- perusshan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-

pihak dimaksud di atas yang kepemilikannya baik individual mavpun

keseluruhar 25 % ( dua puluh lima perseratus ) atan lebih dari modal disetor

perusahaan,

. Jangka waktu kredit

Pemberian kredit dengan jangka waktu minimal satu bulan dan maksimal

dengan jangka waktu tiga tahun atau 36 bulan,

. Provisi dan biaya administrasi

Biaya provisi dan administrasi ditetapkan sebagat berikut ;

- Jangka waktu kurang dari satu tahun ditetapkan 1 % sampal 2 % dari
plafond kredit

- Untuk jangka waldu satu tahun sampai tiga tahun ditetapkan sbb :

1. Jangka waktu satu tahun sebesar Rp. 350.000,-
2, Jangka waktu dua tahun sebesar Rp. 550.009,-
3. Jangka waktu tiga tahun sebesar Rp. 800.000,-

Selain biaya di atas, masih terdapat biaya lain, yaitn :
1. biaya premi aswansi kendaraan atan asuransi jiwa atau asuransi )

kebakaran
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2. biaya akta potaris, baik Akta Pengakuan Hutang, Akta Jaminan Fidusia,
Surat Kuasa Memﬁebankan Hak Tanggungan , Akta Pembebanan Hak
Tanggungan

d. SukuBunga

Penentuan besarnya suku bunga yang diberikan pada setiap nasabah debitur

ditentukan berdasarkan jenis jaminan yang diberikan dan besarnya berkisar

antara 1.4 % sampai 2,5 % per bulan, dihitung Aatrateffized rate yang
dibayarkan bersama dengan angsuran pokok. atau berkisar antara 3 % sampai

3,5 % per bulan dihitung floating rate / bunga menurun

e. Sistem pembayaran angsuran

Sistem pembayaran angsuran disesuaikan dengan jenis kfedit yang diterima.

dengan jenis kredit sebagai berikut :

- Jenis Kredit Rekening Koran, maka nasabah debitur sebelum jatuh tempo
kredit, setiap bulannya wajib membayar bunga dari sisa pokok yang ada,
dan pada saat jatuh tempo harus melunasinya

- Jenis kredit Angsuran, nasabah wajib membayar angsuran setiap bulan
sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Besarnya angsuran yang sudah
ditetapkan meliputi angsuran pada pokok dan angsuran pada bunga

£ Macam kredit yang dikeluarkan
1. Kredit PKM ( Proyek Kredit Mikro ), yaitu kredit yang difasilitasi oleh

Asian Development Bank dan Bank Indonesia.
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2. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk

pembelian kongumtif, di sini sebagian besar untuk pembelian kendaraan

bermotor roda dua atau roda empat

3. Kredit Modal, yaitu pemberian kredit yang bertujuan penggunaannya

untuk menambah modal usaha atau modal kerja

4. Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk investssi

atau perbaikan rumah/bangunan

g Kewenangan dalam pemberian kredit.

Kredit yang diberikan oleh BPR Mranggen Mitrapersada paling sedikit }

adalah Rp. 1.000.000,- dan paling banyak Rp. 50.000.000 -

Adapun sistem pemberian kewenangan wajib dilakukan oleh minimal 3 (tiga

) orang pejabat pemegang authoriser / aproval / persetujuan sebagai berikut :

Untuk pinjaman di bawah Rp. 20.000.000,- kewenangan ada pada kepala
bagian
Untuk pinjaman sampai dengan Rp. 35.000.000,- kewenangan ada pada
direksi
Untuk pinjaman di atas Rp. 35.000.000,- kewenangan ada pada

komisaris,

Selanjutnya mengenai pemberian kredit vang terjadi pada Bank Perkreditan

Rakyat Mranggen Mitrapersada ini, berdasarkan besarnya jumlah pinjaman

dikelompokkan sebagai berikut :
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Tabel : 1

Perbandingan besamya kredit yang diterima dengan debitur yang menerima

BESARNYA KREDIT JUMLAH ( debitur) PROSENTASE (%)
1.000.000 - 5.000.600 162 29,62
5.000.001 - 10.000.000 . 110 20,11
10.000.001 - 20.000.060 161 2943
20.000.001 - 30.000.000 82 14.99
30.000.001 - 40.000.000 22 4,02
490.000.001 - 50.000.000 10 1,83
50.000.001 - ke atas 0 0

TOTAL 547 100

Sumber : data BPR Mranggen Mitrapersada yang diolah tanggal 28-2-2002

Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian kredit yang paling banyak diberikan
oleh Bank adalah untuk pinjaman sebesar satu juta rupiah sampai lima juta
rupigh yaitu sebanyak 162 nasabah debitur ( 29, 62 % ), dilanjutkan dengan
pinjaman berkisar sepulub juta satu rupiah sampai doa puluh juta rupiah
sebanyak 161 pasabah debitur { 29,43 %6 ), disusul dengan pinjaman berkisar
antara lima juta gatu rupish ssmpai dengan sepuluh juta rupiah sebanyak 110

nasabah debitur ( 20,11 % )
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Kemudian sisanya , yaitu pinjaman sebesar dua puluh juta satu rupish
sampai tiga puluh juta diberikan kepada 82 nasabah debitur ( 14,99 % ), lalu
pinjaman sebesar tiga puluh juta satu rupiah sampai dengan empat puluh juta
rupizh diterima oleh sebanyak 22 nasabah debitur ( 4,02 % ), sedangkan
pinjaman empat puluh juta satu rupish ke atas diterima hanya oleh 10 nasabah
debitur (1,83 %)

Dengan demikian sebagian besar pinjaman diberikan kepada nasabah dengan
besar pinjaman mulai dari satu juta sampai dua puluh juta sebanyak 433 nasabah
debitur ( 79,16 % ) dan sisanya sebanyak 114 nasabal debitur ( 20,84 % )
untuk pinjaman di atas dua puluh juté. rupiah.

Kemudian pada hari akhir penelitian pada tanggal 30 Juni 2002, terhadap
347 nasabah debitur di atas, jumlahnya telah berkurang sebanyak 224 nagabah
dan tinggal bersisa sebanyak 323 nasabah debitur. Berkurangnya nasabah debitur
tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain ;

-~ Lunasnya kredit karena telah jatuh tempo

- Pelunasan kredit sebelum jatuh temupo, biasanya disebut pelunasan awal

-~ Kredit yang kurang lancar atau bermasalah yang dilakukan penjadwalan
ulang ( resceduling )

Keadaan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel : 2

Perbandingan banyaknya debitur lunas dengan besarnya jumlah kredit

BESARNYA KREDIT POPULASI KREDIT LUNAS Yo |
1.000.000 - 5.000.000 162 76 33,93
3.000.001 - 10.000.000 110 44 19.64
10.000.001 - 20.000.000 161 60 26.79
20.000.001 - 30.000.000 82 31 13.84
30.000.001 - 40.000.000 22 9 4,02
40.000.001 - 50.000.000 10 4 1,78
TOTAL 547 224 100

Sumber : data BPR. Mranggen Mitrapersada yang diolah per 30 Juni 2002

Dart tabel 2 dapat diketahui babwa dalam waktu empat bulan ( 1 Maret 2002
gsampai dengan 30 Juni 2002 ), telah terjadi pelunagan kredit sebanyak 224
nasabah debitur dar 547 nasabah debitur, dengan kondisi penyelesaian pada
besarnya pinjaman adalah untuk pinjaman di bawah lima juta rupiah adalah
gebegar 76 nasabah debitur ( 33,93 % ), pinjaman antara lima. juta satu rupiah
sampal sepululi juta rupiah adalah sebanylak 44 debitur { 19,64 % ) , pinjaman
antara sepuluh juta satu rupiah sampai dengan dua puluh juta rupiah adalah
sebesar 60 debitur atau 26,7 %. Pinjaman berkisar dua pulub juta satu rupiah

sampai tiga puluh juta rupiah , jumlah nagabah debitur yang melunasi kreditnya
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adalah 31 debitur ( 13,84 % ), sedangkan pada jumlah pinjaman antara tiga
puluh juta satu rupiah sampai empat puluh juta rupiah , kredit yang telah dilunasi
sebanyak 9 debitur ( 4,02 % ), selanjutnya penyelesaian kredit pada pimjaman
empat puluh juta satu rupiah ke atas adalah sebanyak 4 nasabah debitur atau
gebesar 1,78 %

Dengan demikian perbandingan un¥uk masing-maging kelompok
dalam cepatnya melakukan pelunasan kredit , dupat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3

Perbandingan besarmnya pelunasan kredit

BESARNYA KREDIT  JUMLAH LUNAS  PROSENTASE
(Rp) ( debitur ) ( debitur ) (%)
1.000.600 - 5.000.000 162 76 46,91
5.000.001 - 10,000.000 110 4 40
10.000.001 — 20.000.000 161 60 37,27
20.000.001 ~ 30.000.000 82 31 37,8
30.000.001 — 40.000.000 22 9 40,91
40.000.001 — 50.000.000 10 4 40
JUMLAH 547 72 40.95 %

Sumber : data BPR Mranggen Mifrapersada yang diolah
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Pada tabel di atas terlihat bahwa penyelesaian kredit banyak terjadi pada
sektor pinjaman keeil yaitu di bawah lima juta rupiah sebanyak 46,91 % , dan
secara keseluruhan rata-rata penyelesaian kredit untuk masing-masing kelompok
pinjaman adalah berkisar antara 37 % sampai dengan 47 %, Hal ini menunjukan
bahwa pelunasan kredit yang terjadi di Bank cukup cepat vaitu sebesar 40,95 %,
mengingat bahwa pada saat penelitian jumlah kredit vang sebanyak 547
nasabah debitur | akhimya bersisa 224 nasabal debitur .

Berdasarkan dari jangka waktu kredit yang diambil pada awal penelitian
tethadap 547 nasabah debitur, vang kemudian karena pelunasan tinggal 224
nasabah debitur , dapat dilihat sebagai berilout :

Tabel 4

Perbandingan lamanya jangka waktn dengan penurunan jumlah debitur

JANGKA WAKTU PER 28-2-2002  PER 30-6-2002 PROSENTASE

( bulan ) ( debitur ) ( debitur ) Y%
Kurang dari 4 130 13 90

4 gd di bawah 12 285 190 33,33
12 sd di bawah 24 131 120 8.40
24 3d 36 1 0 100
TOTAL 547 323 40,95

Sumber : data BPR Mranggen Mitraperasada yang diolah
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Dari tabel terlihat bahwa pada saat awal pertama kali akad kredit, untuk
nasabah debitur yang berjangka waktu kredit di bawah 4 bulan yaitu sebanyak
130 nasabah debitur, dan pada tanggal 30 jumi 2002, menjadi 13 , dengan
demikian mengalami penurunan sebanyak 117 nasabah debitur atau 90 %,
sedangkan nasabah vang berjangka waktu anatar 4 bulan sampai dengan t
dibawah 12 bulan sebanyak 2835 nasabah debitur yang pada akhir penelitan
turun sebanyak 95 debitur ( 33,33 % ) menjadi 190 nasabah debiturt . Demikian
pula untuk nasabah vang untuk pertama kali akad kredit- mengambil jangka
waktu kredit antara 12 bulan sampai dibawah 24 bulan sebanyak 131 nasabah
debitur , pada tanggal 30 Juni 2002, tinggal 120 nasabah debitur , dengan
demikian turun sebanyak 8.40 %, sedangkan yang mengambil jangka waktu
kredit 36 bulan hanya seorang, pada zaat penelitian telah turun ke kelompok di
bawahnya.

Perubahan jangka waktu pada tabel di atas per 28 Febuari 2002, hingga 30
Tuni 2002, disebabkan karena beberapa hal , antara lain :

- adanya pembayaran angsuran, sebiugga mengalami peaurunan sisa jangka
waktu kraditnya

- Adanya Pelunasan yang dilakukan debitur karena sudah jatub tempo,
sehingga sisa jangka wakin menjadi nol

- Adanya pelunasan yang dipercepat atan pelunasan awal, jadi sebelum jatuh
tempo kredit, nasabah debitur telah melakukan pelunasan, sehingga sisa

jangka waktu kredit menjadi nol.
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Sedangkan sampai pada akhir penelitian yaitu pada tanggal 30 Juni 2002,
jumlah perrtumbuban antara nasabah debitur yang baru dengan nasabah debitur
yang lama dapsat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel : 5

Pertumbuhan nasabah debitur dalam 4 bulan

DATA NASABAH JUMLAH NASABAH PINJAMAN (Rp.)
Nasabah per 28 Febuari 2002 547 4.807.429.352
Debitur baru bulan Maret 2002 40
Debitur baru bulan April 2002 43
Debitur baru bulan Mei 2002 40
Debitur baru bulan Juni 2002 45
Nasabah per 30 Juni 2002 491 4.858.810.510

Sumber : data BPR Mranggen Mitrapersada

Dari tabel 5 terlihat bahwa dengan pertmnbixhan nasabah debitur baru selama
karun waktn 4 bulan adalah 40 + 43 + 40 + 45 sama dengan 168 nasabah
debitur, sedangkan penurunan selama kurun waktu yang sama adalah 224,
dengan demikian selama kurun waktu 4 bulan tersebnt , nasabah debitur BPR
tersebut mengalami penurunan sebanyak 224 - 168 sama dengan 56 debitur ,
dengan demikian jumlah nasabsh yang pergi karena pelunasan, lebih banyak

dengan jumlah nasabah baru yang mengambil akad kredit baru.




Dari tabel diatas juga terlihat bahwa dari Jumlah pemberian kredit secara
total mengalami kenaikan, yaitu pada awal penelitian terdapat 547 nagabah
dengan total plafond pinjaman sebesar Rp. 4.807.429.352, sedangkan pada akhir
penelitian terdapat 491 nasabah debitur dengan total plafond sebesar Rp.
4.858.810.510,- . Hal ini berarti bahwa pemberian kredit banyak disalurkan
kepada pemberian kredit dengan jumlah plafond kredit yang cukup besar.

Dari segi pekerjaaan atau usaha/bisnis nasabah debitur bank tersebut, terdapat
banyak jenit pekerjaan. Adapun pengelompokan bidang usaha atay sektor
ekonomi, penulis menggunakan acuan pedoman Bank Indonesia yaitu Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/58/KEP/DIR tangeal 29 Agustus
1995, tentang penyusunan bidang-bidang usaha ataw sektor ekonomi
dikelompokan sebagai b-erikut
1. Pertanian
2. Perindustrian
3. Perdagangan, termasuk pula usaha restoran/umah makan dan hotel/

penginapan

4. Jasa-jasa

5. Lain-lain, yaitu bidang usaha yang tidak melingkupi ke empat bidang usaha "

yang telah disebut diatas.

Adspun dari pengelompokan sektor ekonomi tersebut, sebagian besar

nasabah yang telah diteliti, terhadap sisa nasabah debitur per 30 Jom 2002, dapat

disajikan dalam tabel berikut :
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Tabel : 6

Perbandingan sektor ekonomi dengan jumlah nasabah

SEKTOR EKONOMI POPULASI  NASABAH PROSENTASE
Pertanian 38 23 7,12
Perindustrian 62 43 13,31
Perdagangan 209 105 32,51
Jasa-jaza 136 68 21.05
Lain-lain 102 | 84 26.01
JUMLAH 547 323 a0

Sumber : data BPR Mranggen yang diolah pada tanggal 30 Juni 2002

‘Tabel di atas menunjukkan balvwa nasabah debitur yang mensrima kredit dari
bank sebagian besar adalah nasabah debitur yang usahanya bergerak di bidang
perdagangan | yaitu sebanyak 105 nasabah debitur ( 32,51 % ) , dilanjutkan
dengan nasabsh yang bergerak di bidang sektor ekonomi lain-lain, seperti di
bidang angkutan umum, pegawai / karyawan dan profesional, sebanyak 84
nasabah debitur atau 26.01 %, kemudian sebanyak 68 nasabah debitur { 21,05
% ) bergerak di bidang jasa , termasuk di sini adalah pengepul barang, makelar,
biro jasa, ssebanyak 43 nasabah debitur bergerak di bidang industri ( 13,31 % )

dan sisanya sebanyak 23 nasabah debitur ( 7,12 % ) berusaha di lahan pertanian.
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B. Hubungan Asas Kebebasan Berkontrak dengan Syarat Sahnya Perjanjian

Kredit Yang dibuat Bank dengan Nasabah Debitur

Dalam pemberian kredit , sangat berkaitan erat dengan perjanjian pengikatan
kredit, karena perjanjian kredit merupakan media antara bank sebagai kreditur
dengan nasabahnya selaku debitur, yang berisi mengenai hak dan kewajiban
masing-masing pihak,

Perjanjian kredit itu sendiri tidak mempunyai bentuk tertentu, dan urmumnya
telah dipersiapkan dan disediakan oleh bank dalam bentuk cetakan, dan tinggal
mengisi kolom kolom yang kosong, seperti besarnya pinjaman, besarnya bunga
kredit, besarnya angsuran, jengka waktu kredit, jaminan yang diberikan, dan
domisili hukum. Hal ini karena perjanjian kredit tersebut diperuntukkan bagi
semua pemohon kredit sehingga bentuk perjanjian yang demikian tadi sering
disebut dengan perjanjian standart

Oleh karena kedudukan perjanjian kredit sangat strategis dan memiliki fungsi
sebagai perjanjian pokok, yaitu sebagai alat yang megjadi pedoman mengenai
batasan hak dan kewajiban masing-masing pihsk pemberi kredit maupun
penerima kredit serta memiliki akibat dan resiko yang harus diderita oleh
masing-masing pihak,

D1 samping kelebihan di atas, ternyata perjanjian kredit ini juga mempunyai
beberapa kelemahan, antara lain mengenai ketentuan rehagia bank, penanganan

kredit macet , kurang adanya asas kebebasan berkonfrak dan sebagainya. Namun
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terhiepas dari kelemahan perjamian kredit tersebut, perjanjian kredit tetap harus
axla.!, lahir dan berada untuk menanggulangi aiau mengeleminir masalah-masalah
ters?ebut.

iSecara garis besar, bentuk perjanjian kredit terdiri dari :
a EJudul
b. éKomparisi

¢. st perjanjian

f= 9

) épenutup
éJuduI dari perjanjian kredit umumnya berjudul “ Perjanjian Pengakuan
Huéang “ atau “ Perjanjian Kredit ©, dan selaln mengacn pada kata “ Perjanjian ©,
baiic dibuat di bawah tangan maupun secara notariil.
iYan_g dimaksud dengan komparisi di sini ialah mengenai para pihak yang
hadiir dan menandatangani perjanjian yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu
dikéetahui dalam penyusunan komparisi adalah :
- |Status para pihak, agar dapat diketahui pola hukum apakah yang beriaku
%baginya
- éKecakapan dan kemampuan hukum deri pihak-pihak untuk melakukan
perbuatan yang terdapat dalam perjanjian
Sedangkan mengenai isi dann peganjian kredit, hmumnya meliputi hal-hal
seli)algai berikut :

a I Jumlah Kredit
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b. Jangka waktu kredit

¢. Besarnya bunga kredit

d. Cara pembayaran angsuran atan pelunasan

e. Sanksi yang dikenakan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya

f Pembayaran biaya denda dan ongkos berperkara bila terjadi keterlambatan
g Jaminan

h. Domisili

1. Dan lain-lain

Pemberian jaminan dalam pemberian kredit di BPR Mranggen Mitrapersada
diwajibkan harns ada, baik berupa jaminan sertipikat atan BPKB. Jaminan ini
sendiri mempunyai fungsi yang sungat strategis , yaitu sebagai fungsi pengaman
yang menjadi penopang dari perjanjian kredit. Sehingga fungsi lembaga jaminan
itu kemudian menjadi sarana untuk kepastian bagi kreditur bahwa kredit yang
diberikan benar-benar terjamin. Namun demikian sifat dari pemberian jaminan
ini adalah assesoir artinys melekat atau mengikuti perjanjian pokok yaitu
perjanjian kredit itu sendirt, jadi apabila perjanjian kredit hapus atau berakhir,
maka hapus pula penyerahan jaminan.

Selanjutnya pengikatan jaminan vang dilakukan di BPR Mranggen
Mifrapersada , hampir sebagian besar adalah untuk jaminan berupa benda
bergerak, sehingga pengikaian dilakukan secara fidusia yaitu penyerahan hak
milik atas dasar kepercayaan. Hal i dilakukan guna memenuh: kebutuhan

masyarakat dan denti kebutuhan praktek dunia usaha sehari-hari, di mana debitur
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menyerahkan seluruh harta bergerak yang dijaminkan kreditur secara formal, dan
oleh kreditur dititipkan kembali kepada debitur untuk digunakan dalam
kebutuhan sehari-hari, berdasarkan kepercayaan.

Mengenai fidusia ini , terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
~ Indonesia tanggal 1 September 1971 mengenai perkara antara Lo Djing Siang
melawan Bank Rakyat Indonesia yang menetapkan bahwa perjanjian penyerahan
hak sebagai jaminan ( fducia ) itu hanya sah sepanjang mengenai benda-benda
bergerak.

Padahal dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, obyek/benda
jaminan berada ditangan penerima kredit, maka banyak kelemahan yang terjadi
yaitu :

1. Tidak bersifat openbaar, sehingga masyarakat umum tidak mengetahui bila
barang tersebut sudah berpiudah pemiliknya ( dalam arti mitik Bank )

2. Barang secara fisik di tangan penerima kredit sehingga sulit diawasi oleh
bank selaku pemilik barunya

3. Karena secara fisik barang agunan dikuasai oleh debitur, sehingga debitur
dapat saja memindah tangankan barang tersebut beberapa kali kepada pihak
lain.

4. Meskipun barang secara hukum berada di tangan kreditur ( bank ) , namun
menurut kenyataannya bank sulit mengambil dan menjual barang tersebut

Perjanjian kredit dengan jaminan fiducia yang terjadi pada BPR Mranggen .

Mitrapersada , sebagian besar dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan, dan
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hanya untuk pinjaman diatas dua puluh lima juta dilakukan perjanjian fiducia di
notaris, dan umumnya perjanjian ini telah dibuat dalam bentuk perjanjian baku
( standart ), yang harus pula memperhatikan aturan-aturan dagar yang harus
dipatuhi oleh semua pihak yang mempergunakannya.
Alasan yang menjadi dasar mengapa harus diperhatikan aturan-aturan dasar
dalam perjanjian baku adalah sebagai berikut :
1. Makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang dalam trangaksi bisnisnya
sehari-hari menggunakan perjanjian baku, |
2. Makin banyaknya penduduk Indonesia yang dalam kehidupannya sehari-hari
sangat membutuhkan jasa-jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan
tersebut di atas, bahkan mereka tidak dapat menghindar dari jasa-jasa iu.
Dan pada umumnya mereka ini adalah konsumen yang kedudukannya lemah
yang perlu mendapat perlindungan, yang berhadapan dengan perusahaan-
perusahaan yang secara ekonomi lebih kuat
Pada dasarnya klausula-klausula perjanjian baku menyangkut dua aturan
dasar, yaitu yang pertama ialah menyangkut substansi atau isi dari perjanjian
baku dan yang keduna adalah yang menyangkut cara klausula tersebut disajikan
atau dihadirkan oleh pihak yang menyodorkan perjanjian tersebut. ?
Aturan dasar yang pertama menyangkut pada Pasal 1337 dan 1339 KUH
Perdata yang menyatakan bahwa pada dasamya perjanjian tidak boleh

bertentangan dengan Undang-Undang, moral dan ketertiban umum, juga

7 utan Remy Sjahden, opeit, hal 118
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perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan
didalamnys, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan
itu diharuskan oleh kepatutan, kebiazaan atau undang-undang,.

Dari kedua pasal di atas, dapat ditafsirkan bahwa dalam membuat perjanjian ,
tidak hanya mendasarkan pada ketentuan-ketentuan, kepatutan, kebiasasn dan
undang-undang yang memperbolehkan atan berisi suruhan saja yang me_ngikat
atan berlaku bagi para pihak, akan tetapi juga berisi ketentuan-ketentuan yang
melarang atau berisi larangan yang mengikat bagi berlakunya perjanjian..
Dengan demikian dapat dikatakan balwa tolak ukur dari perjanjian yang diatur
dalam Pasal 1337 dan 1339 KUH Perdata adalsh : undang-undang, moral,
ketertiban umum, kepatutan dan kebiasaan.

Selanjutnya dari aturan dasar yang kedua yaitu cara klausula itu disajikan
oleh para pihak, bertolak ukur pada Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata yang
menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Subeldi ketentuan itikad baik mengandung pengertian bahwa hakim
diberikan kekussaaan umuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan ',.
sampai perjanjian tersebut melanggar kepatutan dan rasa keadilan . 8

Menurut Purwahid Patrik yang mengutip pendapat Abas, kata itikad baik
berasa} dari hukum Romawi yang disebut “ Bonafides”: { fides = percaya dan ’
Bornus = saleh ) , artinya berbuat sesuatu berdasarkan perngertian yang baik, jujur

dan lurus.Dengan demikian borafides adalah merupakan kerangka yuridis dari

& Subekti, Pokok~pokok Hukum Perjanjian, Jekarta , Internusa, Hat 43
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kepatutan, dan apabila ada kekacauan yang terjadi disebabkan karena kepatuhan
in abstracto, yaitu suatu hal yang objektif, sedangkan bonafides ( itikad baik )
dalam arti yang sebenamya. terletak dalam jiwa manusia.’

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdes, itikad baik adalah niat dari pihak
vang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun
tidak merugikan kepentingan umum. 10

Niat ini adalah sesnatu hal vang ada di dalam batin seseorang dan niat
tersebut harus merupakan niat yang jujur untuk tidak merugikan mitra janjinya.
Dan itikad baik ini berlaku mulai dari aken adanya perjanjian sampai dengan
berakhirnya perjanjian. Sehingga dapat dikatakan ketentuan Pagal 1338 Ayat 3
KUH Perdata ini merupakan ketentuan yang tidak dapat disimpangi oleh para
pihak . Dleﬂgan kata lain bahwa seﬁﬂipun para pihak telsh sepakat untuk memuat

suatn ketentuan dalam perjanjian yang sifatnya demikizn berat gebelah sehingga
dirasakan tidak adil, namun tetap saja ketentvan itu tidak dapat diberlakukan
karena bertentat;ngan dengan asas itikad baik.

Dengan demikian asas kebebasan berkontrak vang diatur dalam Pasal 1338
KUH Perdata, akan dapat dianggap sah berlaku bagi para pihak asal tetap bertitik
tolak dalam sturan Pasal 1337 dan Pasal 1339 yaitu mengacu pada undang-

undang, moral, ketertiban umum, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas itikad

baik.

® purwahid Patrile , opei, hal 17

18 g 5tan Remy Sjahdeni, opeit, hal 118.
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D1 BPR Mranggen Mitrapersada, asas kebebasan berkoutrak, dapat dilihat
pada syarat adanya jaminan tambahan berupa penjaminan dari pihak ketiga. Di
samping sebagai syarat sahnya perjanjian ., yaitu adanya pihak yang sudah
dewasa, maka berdasarkan hasil penelitian pengelompokan usia maka diperoleh
data sebagi berikut :

Tabej 7

Perbandingan antara penjamin / borgtoch dengan usia dan Jjumlah debitur

USIA POPULASI NASABAH PENJAMIN PROSENTASE
18 - 2] tahun 2 1 1 100 %%

21 — 30 tahun 65 46 3 10,87 %
31 - 40 tahun 181 105 2 1.9 %

41 — 50 tabun 202 119 3 2,7 %

31 — 60 tahun 83 52 1 1,92
60 — ke atag 14 8 1 11,11 %
JUMLAH 547 323 13

Sumber : data BPR Mranggen Mitraperasada yang diolah per 30-6-2002

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah debitor telah mencapai
usia dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata, yaitu telah berumur 21 tahun dan
tidak lebih dahulu telsh kawin . Pada kelompok usia 18 sampai 21 tahun terdapat

seorang nasabah debitur yang beusia 19 tahun dan berstatus kawin, dan dalam
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pemberian kredit ini , pihak bank meminta Jjaminan borgtoch dari orang tuanya
yang juga merupakan nasabah debitur bank .

Dari jumlah tersebut , usia nasabah debitur vang terbesar adalah diantara 31
tahun sampai 50 tzhun yaitu sebanyak 105 + 110 sama dengan 215 nasabah
debitur atau jika diprosentasekan menjadi 215/323 sama dengml 66,56 %,
sedangkan sisanya tersebar pada usia antara 18 tahun sampat 30 tahun sebanyalk
1 +46 sama dengan 47 debitur | dan jika diprosentasekan menjadi 47/323 atan
14,55 % ) selebitnya usia 51 tahun ke atas sebanyak 52 + 9 sama dengan 61
debitur , yang bila diprosentasekan menjadi 61/323 atau 18,88 % .

Dati jumlah debitur di atas , sebanyak 13 nasabsh debitur afan sebanyak
13/323 yaitu 4% memberi tambahan jaminan berupa borgtocht atau penjaminan
dari pihak ketiga.

Dari hasil penelitian, pemberian jaminan ini diminta oleh bank berdasarkan
kesepakatan dengan pihak nasabah debitur, dan umumnya jaminan tambahan
berupa borgtoch pihak ketiga ini merupakan pemberian tambahan Jaminan yang
paling mudah.

Menge‘nai Borgtocht , undang-indang mengatur mulai pada Pasal 1820 KUH
Perdata yang berbunyi :

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna
kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan gi
berutang manakala orang ini sendiri tidak memenvhinya.

Jadi, di sini ada tiga unsur , yaitu : yang berpiutang ( kreditur atan bank ),

yang beritang ( nasabah debitur ) dan yang menanggung ( borg ), di mana gi
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penanggung itu tidaklah berutang langsung pada si berpiutang ( kreditur atau
bank ), dan borgtocht ini hanya bersifat accesoir ( tambahan ) artinya adanya

petjanjian jaminan bila ada perjanjian pokok ( principaal } |, dengan demikian

perjanjian penanggungan sifatnya mengabdi ke perjanjian pokok, dan oleh -

karenanya cuma menjadi perjanjian tambahan, maka terhadap Penanggung tidak

boleh dibebankan lebih besar dari kewsjiban debifur. Apsbila ternyata

diperjanjikan bahwa Penangoung akan menanggung lebih dari kewajiban debitur,

maka borgtocht sendiri tetap berlaku tapi hanya sebatas jumlah kewajiban
debitur saja, terhadap selebihnya Penanggung dibebaskan oleh vndang-undang,.

Maksud dari perjanjian borgtocht bersifit accesoir , dapat dilihat dari :

- Tiada penanggugan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah ( Pasal

1821 Ayat1 )

- Besarnya penanggungan tidak dapat melebihi besamya perutangan pokok (

Pasal 1822 )

- Dengan hapusnya atan berakhirnya perutangan pokok, maka penanggungan
ikut berakhir { Pasal 1845 }

Dengan demikian kedudukan penjamin ini adalsh sebagai penanggung
hutang apabila pihak nasabah debitur wanprestasi. Hal ini sesuai dengan Pasal
1831 KUH Perdata yang berbunyi :

Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya

jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu
disita dan dijual untuk melunasi hutan finya

_.,._..-m-“; i ]
) ' :‘A“:j a AE \'%?
BT A0 Labls
iy
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Tanggung jawab si Penanggung adalah sampai batas ketentuan undang-undang
sebagaimana disebutkan Pasal 1831 KUH Perdata di atas, namun jika hasil
penjualan dari asset jaminan belum mencukupi jumlah utang debitur kepada
kreditur, baru si penanggung membayar jumlah kekurangannya.
Jenis pemberian jaminan borgtocht yang diterima oleh BPR MMp berupa : 1
- Personal guarantee full avalist
- Personal guarantee semi avalist
- Buy Back Guarantee, datam hal pemberian kredit terjadi karena pembelian
barang dari suplier / dealer , di sini yang memberi borgtocht adalah pihak
suplier / dealer.
Dalam hal personal guarantee, pemberi jaminan dapat orang tuanya,
anaknya, saudaranya , temannya atau atasannya
Dari kondisi di atas, maka terlihat bahwa asas kebeb‘asan berkontrak yang
merupakan bagian daripada hak kebebasan dasar dari manusia yaitu hak asasi
manusia perlu adanya pembatasan untuk menentukan batas kebebasan, karena
manusia adalzh mahluk sosial dan bahwa hukum perdata tidak hanya bertujuan
melindungi perseorangan saja melainkan juga melindungi masyarakat pada

umumnya.

Dari hasil angket yang masuk, mengenai pertanyaan apakah nasabah debitur '

setuju dengan perjanjian kredit yang telah disediakan aoleh bank dalam bentuk

formulir kosong , maka diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel berikut :

! Myoo King An : wawancera
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Tabel : 8

Akad Perjanjian kredit dalam bentuk blangko

TAWABAN POPULASI  NASABAH  PROSENTASE
YA 456 271 83,90
TIDAK 18 15 4,65
TIDAK TAHU 45 30 9,29
KOSONG | 28 7 2,16
TUMLAH 547 323 100

Sumber : data BPR Mranggen Mitrapersada diolah per 30-6-2002

Dari tabel tersebut dapat dilibat, bahwa sebagian besar nasabah debitur di
bank menganggap bahwa perjanjian kredit yang sudah disediakan oleh bank
lebih praktis, cepat dan efisten . Jawaban nasabah yang menjawab “Ya’
sebanyak 271 atau 83,9 %, dan yang menjawab “Tidak” setuju jika dibuat
dalzm bentuk blangko sebanyak 15 nasabsh atau 4.65 %

Pada dasarnya , yang lebih diperhatikan oleh nasabah -daiam pengikatan
perjanjian kredit ini adalah babwa jumiah pinjaman, besarnya bunga, besarnya
angsuran dan jatuh tempo serta berapa kali harus membayar, adalah sesuai
dengan kesepskatan awal, sedangkan untuk denda keterlambatan, masil dapat

dinegosiasikan dengan bank pada saat kredit berakhir."

' Uni Kholifah, custumer service bank « wawancara
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. Perlindungan bagi Nasabah Debitur sebagai Salah Satu Pibak dalam

Perjanjian Kredit

Perjanjian atau klausula baku merupakan salah satu materi yang diatur dalam
Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 daiam Bab V
Pasal 18. Dasar pemikiran dari perjanjian baka adalah bahwa dalam praktek
perjanjian semacam ini sangat dibutuhkan keberadasnnya dalam kegiatan
ekonomi. Kalangan pengusaha sangat memerlukan adanya perjanjian ini, karena
dalam kegiatan bisnis, terutama pengusaha yang mengelola kegiatan jasa, seperti
perbankan, asuransi, jasa transportssi, jasa kemangan dan lain sebagainya,
memerlukan transaksi yang cepat, berbiaya murah, efoktif dan efisien.

Kebutuhan akan perjanjian semacam ini , belum didukung oleh suatu “
peraturan perundang-undangan, dan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, hanya |
diatur ketentuan yang mengharuskan dipenuhinya syarat formil dau material serta .
memenuhi asas kebebasan dari para pihak dalam setiap perjanjian.

Oleh karena perjanjimn atau Klausula baku tersebut tidak berada dalam
kerangka perjanjian sebagaimana dimsksud di ates, maka untuk melindungi
kepentingan konsumen yang pada dasarnya adalah pihak yang tidak memiliki
kemampuan untuk menolak perjanjian dalam klausula baku, perlu diadakan
pengaturan tersendiri. Pengaturan ini dimaksud untuk melindungi dan
memberikan keseimbangan didalam hubungan hukum antara produsen dan

konsumen.
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Aspek perlindungan terhadap kensumen, menurut Sri Redjeki Hartono, dapat

diketahui bahwa aspek hukum publik dan aspek hukum perdata, mempunyai

peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen. 13
Aspek hukum publik berperan dan dimanfaatkan oleh negara, pemerintah,
instansi yang mempunyai peran dan kewenangm untuk melindungi konsumen.
Kewenangan dan peran tersebut dapat diwujudkan mulai dari :
- Politik wiil / kemamuan politik untuk melindungi kepentingan domestik
- Birokrasi yang dengan sadar menciptakan kondisi untuk berbisnis jujur dalam
mewujudkan persaingan yang schat,
- Di dalam pembentukan hukum positif, sudah mengandung unsur melindungi
kepentingan konsumen
- Peraturan tentang perijinan, diharapkan diikuti dengan pengawasan,
pembinaan dan pemberian sanksi yang pasti dan tegas
Peran terbesar dari aspek hukum publik ini adalah kemampuan kewenangan
untuk memberi ijin sesuai kewenangan untuk mengawasi, membina dan
mencabut ijin sesuai dengan ketentuan , apabila terbukti Lmeianggar ketentuan
undang-undang dan merugikan kepentingan umum atan konsumen.
Aspek hukum perdata secara umum hanya dapat dimanﬁaatkgn oleh pihak
unfuk kepentingan-kepentingan subyektif Meskipun demikian mengingat
hubungan hukum para pihak terjadi karena berbagai alasan dan faktor kebutuhan.

Fakta gelaln menunjukkan bahwa posisi calon konsumen dalam keadaan lebih

13 Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung,2000, hal 39
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lemah karena faktor ekonomi dan kebutuhan, dan keadaan ini mendorong pihak
pengusaha memperkuat posisinya dengan menyiapkan dokurﬁen yang ditentukan
secara sepihak, dan ini menyebabkan tidak seimbangnya hubungan hukum para
pihak.

Di BPR Mranggen Mitrapersada, bentuk perjanjian sudah dibuat secara
standart atan baku. Adanya perubahan yang menyangkuot isi dan perjanjan
adalah tidak dimuagkinkan, akan tetapi dimungkinkan untuk diberinya perjanjian
tambahan sebagai kisusula tambahan, dengan syarat klavsula tambahan tersebut
tidak bolel menyimpangi dari klavsula baku yang sudah ada.

Perjanjian tambahan ini dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, atan
dapat pula dibuat berdasarkan keinginan/kemauan dari salah satu pihak sebagai
syarat dari rvealisasi kredit. Umumnya perjanjian tambahan ini diajukan oteh
pihak Bank.

Sebelum terjadinya akad kredit, bentuk perjanjian baku ( formulir perjanjian
yang sudah dicetal ) diberikan kepada nasabah untuk dibaca terlebih dahulu dan
dapat dipertanyakan , apabila ada hal yang kurang jelas, dan selamjutuya petugas
bank akan menjelaskan secara garis besa mengenai .

-  Beswmya hutang dan berapa jumlah peucairan vang akan 'diterima oleh
nasabah debitur
- besarnya jumlah angsuran, dan cara pembayarannya setiap tanggal berapa

- besarnya denda apabila terjadi keterlambatan
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- perhitungan bunga, apabila terjadi pelunasan yang lebih awal sebelum Jatuh
tempo pinjaman kredit.

Dan dari hasil pengamatan , umumaya nasabah Jarang membaca secara teliti
isi perjanjian baku yang sudah disediakan bank dan disodorkim padanya untuk
ditandatangani , bahkan tidak menanyakan isinya Mereka menganggap bahwa
ketentuan perjanjian ini bentuknya hampir sama dengan perjanjian hutang pada
bank lainnya, dan perjanjian hutang pada nmumnys, yang isinya adalah bahwa
kalau terlambat akan di denda, dan jika sampai lebih dari 3 bulan keterlambatan
maka jaminan akan disita.

Dari hasil angket vang masuk, mengenai pertanyean apakah dengan
perjanjian kredit yang telah disediakan oleh bank secara blangko, di mana
nasabah hanya diberi pengertian secara garis besar dan pada waktu
ditandatanganinya akad kredit masih dealam keadasn kosong, maka
dipertanyakan kepada nasabah debitur , apakah mereka setuju dengan keadaan
seperti tersebut,

Dan hasil jawaban di atas disajikan dalam tabel berikut
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Tabel : 9

Perjanjian kredit mewakili kepentingan nasabah debitur

TAWABAN POPULASI  NASABAH PROSENTASE
YA 428 237 73,37
TIDAK 41 35 ' 10.84
TIDAK TAHU 57 38 11,76
KOSONG 21 13 4,03
JUMLAH . 547 323 100

Sumber : data BPR Mranggen Mitrapersada yang diolah per 30-6-2002

Dati tabel tersebut dapat dilihat, bahwa sebagian besar nasabah debitur di
bank menganggap bahwa kepentingan mereka juga sudah diwakili dalam
perjanjian kontrak yang telah dibuat secara standart oleh bank. Jawaban nasabah
yang menjawab “Ya” sebanyak 73.37 %, dan yang menjawab “Tidak” mewakili
kepentingannya sebanyak 10,84 %

Kepentingan tersebut terwakili karena pada dasarnya mereka memandang
bahwa perjanjian baku ini bentuknya pada semua bank adalah sama, dan sudah
berlaku sebagai kebiasaan di masyarakat.

* Sedangkan dari bauk menganggap balwwa petjanjian klausula yang ada adalah
tidak bertentangan dengan hukuin perjanjian yang ada dan juga tidak melanggar

ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 talun 1999 , sebab jika terdapat
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perjanjian yang menggunakan klausula-klausula eksenorasi , maka konsekuensi

yuridisnya adalah pihak debitur akan terlindungi apabila dapat membuktikag : 4

1. Bahwa syarat eksenorasi itu bertentangan dengan kesusilaan dan adalah batal
menurut hukum { van rechtwegenietig )

2. Bahwa syarat eksenorssi it dibuat dengan menyalahgunakan keadaan,
sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan ( vernietighaar )

3. Bahwa Syarat eksenorasi itu diberitshukan secara pantas kepéda pikak lain
sehingga syarat itu tidak merupakan bagian dari perjanjian itu, dan syarat itu
tidak mengikat.

Sering terjadi apabila seorang hakim menemukan adanya keadaan yang
bertentangan dengan kebiasaan, maka sering menghasilkan putusan hakim yang
membatalkan perjanjian itn untuk seluruhnya atan sebagian. Pertimbangan dari
putusan itu bukan berdasarkan pada salah satu alasan pembatalan dikarenakan
cacat kehendak berupa kesesatan ( dwaling ), paksaan ( dwang ) atau penipuan (
bedrog ), melainkan lebih disebabkan hal di atas, yaitu penyalahgunaan keadaan.

Menurut Van Dunne . penyalahgunaan keadaan menyangkut pada keadaan-
keadaan yang berperan pada terjadinya sebush perjanjian, di mana memang
menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksud dari
perjanjian menjadi tidak diperbolehkan, fetapi menyebabkan kehendak pihak

disalahgunakan dan menjadi tidak bebas.

¥ Purwehid Patrik, 1986, Asa itikad baik dan kepatutar dalam perjanjian, hal 47,
% Van Dunne, Diktat Kursus Hukum Perikatan, yeng diterjemahkan .Sudikno Mertokusumo,
Yogyakarta, 1987, hal. 10
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Lebih lanjut Var Dunne membedakan penyalahgunaan keadaan dalam dua
hal yaitu karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, dengan uraian
sebagai berikut :

a. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis:

1. Satu pihak harus mempunyai keungguian ekonomis terhadap yang lain.

2. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian
b. persyaratan untuk adanya penyalahgnnaan keunggulan kejiwaan :

1. salah satu pihak menyalahkan ketergantungan relatif, seperti hubungan
kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami dan istri, dokter
dan pasien, pendeta dan jemaat

2. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari
pihak lawan, seperti adanya ganggnan jiwa, tidak berpengalaman,

gegabal, kurang pengetabman, kondisd badan tidak baik dan sebagainya,
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C. Upaya-upaya yang Dilakukan Bank dan Nasabah Debitur dalam Rangka
Mengatasi Hamhatan dan Perselisihan

Sebagaimana telah diketahui , bahwa bentuk hubungan hukum perjanjizn
kredit bank tidak diatur dalam KUH Perdata, maka penetapan mengenai bentuk
hubungan hukum antara bank dengan nasabah debiturnya itu harus digali dari
sumber-snmber lain diluar KUH Perdata,

Sementara itu dalam menghadapi sengketa mengenai hubungan hukum antara
bank dan nasabah debitur, Mahkamah Agung RI telah bersikap apriori untuk
menerapkan begitu saja hubungan hukum yang diatur dalam pasal 1754 KUH
Perdata, sepe:lti Putusan No. 4434/5/Pdt/1986 (angpal 20 Agustus 1988,
mengenal sengketa perjanjian kredit antara Bank Pasific cabang Samarinda
dengan debiturnya. Di mana Pengadilan memandang bahwa debitur adalah pihak -
dalam posisi yang lemah, sehingga dalam putusannya, tidak semua ketentuan
perjanjian kredit dapat dipenuhi oleh debitur |

Sedangkan asas-asas yang mendasari hubungan hukum antara bank dan
nasabah debitur dapat dirinci sebagai berikut :

a. Hubungan kepercayaan

Hal ini dapat dipahami bahwa kredit berasal dari kata credere yang artinya

kepercayaan, sehingga bank hanya akan memberikan kredit kepada nasabah

apabila bank percaya kepada debitur bahwa debitur mampu, serta mau

membayar kembali kredit tersebut.
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Jadi hubungan hukum daiam perjanjian kredif bukan hanya hubungan koatrak

biasa tetapi juga ada hubungan kepercayaan
b. Hubungan kehati-hatian

Dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur, maka bank harus
mempunysi keyakinan sunggub-sunguh bahwa nasabah debitur akan
melunasi hutangnya. Hal imi penting karena apabila tidak demikian, maka
resiko yang dihadapi oleh bank dapat berpengarsh pada keamanan dana
masyarakat vang disimpan pada bank tersebut, sehingga jelas bahwa bank
harus berhati-hati dalam menyalurkan dana simpanan nasabahnya kepada
nagabah debitur.

Dalam mengupayakan untuk mengatasi hambatan-hambatan dari pelaksanaan
perjanjian kredit antara bank dan nasabah debiturnya, maka dapat ditempuh
datam 2 tahap vaitu ; ¢

1. tahap pertama , yaitu tahap sebelum kredit direalisasikan, dan

2. tahap kedua, yaitu setelah kredit terealisasi.

Pada tahap pertama, BPR Mranggen Mitrapersada melakuka'm upaya yang
sifatnya pada pemenuhan intern bank dan faktor calon nasabahnya. Dalam faktor
intern bank, umumnya bank akan memeriksa terlebih dahulu plafon kredit yang
diminta oleh nasabah debitur yang tentunya dikaitkan dengan ketentuan Batas
Maksimun Pemberian Kredit. Jadi terhadap permohonan kredit yang masuk,

bank harue memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kreditnya masih

18 gutan Remy Sjahdeni, Tpaya Menanggulang Kredit Macet, hal 3
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tertbuka atau tidak, apabila masih terbuka maka permohonan kredit dapat
dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah bank memperhatikan kead@ internnya dan mampu menyediakan
dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah lanjut adalah

mempertimbangkan faktor calon nasabah yang mengajukan permobonan kredit.

Faktor tersebut dipergunakan sebagai tindakan yang hati-hati dan yang mutlak °

harug dilakukan oleh pihak sebagai upaya agar hambatan-hambatan atas kredit
tidak terjadi atau berkurang dan tentunya agar kredit yang diberikan pada
nasabah debitur dapat kembali sepemihnya.

Hal-hal yang dipertimbangken dalam permohonan kredit adalah :

~  Pribadi dan kemmampuan peminjam

- Harta benda yang menjadi jaminan
Menyangkut pribadi peminjam, ini sangat berkaitan dengan 4 C yaitu pada ;
1. Character ( watak )
Pada BPR Mranggen Mitrapersada, aspek karakter yang dianalisa meliputi :
- miwayat singkat usaha pemohon kredit
~ hubungan dengan bank yang sudah terjalin , dapat dilihat dari aktivitas
rekening tabungan atau koran
- berapa kalt mendapat fasilitas kredit dari BPR Mrangggen Mitrapersada
atan dari bank/BPR /lembaga keuangan lainnya
- bagaimana pengembalian kreditnya, apakah lancar atan kurang lancar

2. Capacity ( kemampuan/kapasitas )
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Aspek kapasitas ini , dilakukan analisa meliputi :

~  bagaimana keadaan fisik usaha pemohon kredit

- bagaimana pengembangan dalam usaha

- kemampuan dalam membayar atau ketepatan pengembalian

Disini Surveyor bank yaitu orang yang melakukan peninjauan ke lapangan
harus dapat mengetahui kemampuan debitur dalam mengelola usahanya ,
artinya menilai secara memanajerial kapasitas usaha secara terpadu, dalam
arti menil_ai :

seberapa besar kemampuan assetnya dalam menghasilkan laba yakni dengan
membandingkan ret income terhadap total assetnya

seberapa besar return on average earning assets ( aktiva yang menghasilkan )
dengan membandingkan net income terhédap averape loan

seberapa efisien usahanya dijalankan dengan membandingkan antara

operating expences terhadap average assets

. Modal

Dalam hal ini dilihat bahwa dalam menjalankan usahanya ini berapa modal
awal dan sudah berkembang menjadi berapa assetnya . Hal ini penting untuk -
dilihat , apalagi untuk kredit yang diperuntukkan untuk menambah modal
kerja. Untuk kredit yang peruntukkannya untuk konsumtif (" pembelian ),
meka dapat dilihat pada faktor penghasilan dan uang muka yang diberikan
untuk membeli barang kreditan, demikian juga untuk kredit yang digunakan

untuk renovasi rumah, harus ditinjau secara lebih hati-hati.




89

4. Condition of Economy ( kondisi ekonomi )

Aspek kondisi ekonomi, dianalisa dari :

- Jenis us:.thanya

- Bentuk usahanya atau group usaha lainnya

- Faktor —faktor yang dipengarulii oleh peraturan pemerintah

Selain ifu masih perlu diperhatikan pula keadaan perdagangan serta

persaingan dilingkungan usahanya, ke:ﬁmngkinm—kemungkilml pemasaran

dari hasil produksinya, sehingga diharapkan dengan bantuan kredit ini benar-
benar dapat bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

Sedangkan faktor harta benda yang menjédi Jjaminan, merupakan faktor C (
Cellateral ) yang kelima . Bentuk jaminan vang dimungkinkan diterima oleh
BPR Mranggen Mifrapersada ada dua jenis jaminan yaitu ;

1. Jaminan Pokok

Jaminan ini harus wajib ada dan menjadi jaminan utama, artinya apabila

kredit belum lupas, maka jaminan ini tidak dapat dipinjam, diganti atau

diambil. Jaminan ini merupakan agunan dari barang yang dibiayai oleh
pinjaman , dan jaminan yang dapat diterima pada kelompok ini adalah :
sertipikat tanah ,BPKB dan deposito BPR Bank.

2. Jaminan tambahan

Merupakan agunan yang tidak dibiayai oleh pinjaman , artinya jaminan yang

menyertai jaminan pokok. Jaminan im sewaktu-waktu dapat ditarik atau

diganti sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah debitur.
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Umumnya jaminan ini dapat berupa : sertipikat, BPKR, Deposito Bank atau

Borgtacht pihak ketiga ( penjaminan personal guarantee )

Setiap agunan yang diseralikan akan dilakukan penaksiran harga oleh bank
secara sepibak berdasarkan penilaian dari bank, dan dari harga taksiran tersebut,
maksimal 70 %l dari nilai agunan dapat menjadi plafond kredit yang dapat
diberikan oleh calon pemohon.

Sedangkan untuk mengatasi hambatan-hambatan setelah terealisasinya kredit,
maka BPR Mranggen Mitrapersada melakukan pencegahan dengan seringnya
mengadakan pendekatan secara kekeluargaan dengan nasabah, yaitu dalam arti
segera mengunjungi nasabah yang menunggak sekian hari ke rumah aten kantor
usaha nasabah debitur dengan tujuan untuk lebih mengetahui keadaan nasabah ;
debitur yang bersangkutan disamping itu juga untuk mengalokasi obyek yang
menjadi jaminan keedit,

Penggolongan kriteria tunggakan untuk BPR diatur dalam Surat Edaran Bank -
Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, yang dikelompokan menjadi 4
golongan yaitu : |
1. Lancar

Kredit yang digolongkan lancar, adalah yang memenuhi kriteria

a. fidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atav cerukan

karena penarikan, atan

b. terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi :
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- belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yvang ditetapkan masa
angsurannya kurang dari 1 bulan, atan

- belum melampaui 3 bulan , bagi kredit yang ditetapkan masa
angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau

- belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya
ditetapkan 4 bulanan atau lebih | atau

. ferdapat tunggakan bunga telapi :

- beluin melampau 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang
dari 1 bulan, atau

-~ belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih
dari 1 bulan ,atau

. terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum

melampaui 15 hari kerja

. kredit belum jatuh waktu dan tidak terdapat tunggakan bunga

kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum

melampaui 3 bulan, atan

. kredit telah jatuh waktu dan telsh dilakukan analisis untuk

perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang,

atau

. terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum

melampani 15 hari kerja
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2. Kurang lancar
Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini -
a. terdapat tunggakan angsuran pokok yang :
- melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan
masa angsuran korang dari 1 bulan, atau
- melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang
maga angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan,
atau
- melampavi 6 bulanan tetapi belum melampaui 12 bulanan bagi kredit
yang mass angsurannya ditetapkan é bulanan atau lebih, atan
b, terdapat cerukan karema penarikan yang jangka waktunya telah
melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampani 30 hari kerja, atan
¢. terdapat tunggakan bunga yang ;
- melampavi 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit
dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atan
- melampavi 3 bulanan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit
yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan
d. Kredit yang belum jatub waktu dan terdapat tunggakan bunga yang
melampaui 3 bulan fetapi belum melampaui 6 bulan atau terdapat
penambahan plafon atau kredit barn yang dimaksud untuk melunasi

tunggakan bunga
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e. Kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3
bulan atan
f Terdapat cervkan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah
melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja
3. Diragukan
Kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak
memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar seperti angka 1 dan 2, tetapi

berdasarkan penilaian dapat distmpulkan bahwa. :

2. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-

kurangnya 75 % dari hutang peminjam, termasuk bunganya, atau

b. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masik bernilai
sekurang-kurangnya 100 % dari hutang peminjam

4, Macet

Kredit digolongkan macet apabila :

a  tidak mememuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan

b. memenuhi kriteria diragukan tersebut di atas tetapi dalam jangka waktu
21 bulan sejak digolongkan diragbkan belum ada pelunasan atau usaha
penyelamatan kredit

¢. kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan
Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau telah diajukan

penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi.
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Untuk kredit yang diselamatkan, walaupun kredit tersebﬁt pada saat
penyelamatan dapat memenuhi kolektibilitas lancar, dalam jangka waktu 6
bulan sejak penyelamatan kolektibilitas kredit tersebut setinggi-tingginya
tergolong kurang lancar,
Data yang diperoleh atas kolektibilitas di BPR Mranggen Mitrapersada dapat
dilihat pada tabel di bawsh ini
Tabel :10

Kredit Bermasalah yang terjadi di bank

KOLEKTIBILITAS PER 28-2-2002 %  PER30-6-2002 %

TEPAT WAKTU 343 62,70 277 56.42
LANCAR 172 31.45 177 36.05
KURANG LANCAR 13 2.38 12 2.44
DIRAGUEAN 19 347 25 5,09
MACET - 0 0 0 0
TOTAL 547 100 % 491 100 %

Sumber : data BPR Mranggen Mitrapersada yang diolah

Dari Tabel 10 terlihat bahwa pada awal dilakukan penelitian yaitu 1 Maret
2002, besarnya tunggakan yang bermasalah yaitu dari Kurang Lancar dan

Diragukan sebanyak 13 +(l_ 9 sama dengan 32 nasabah debitur atau sebesar
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3,85% dani keseluruhan jumlah debitur, sedangkan untuk kredit macet sama
sekali tidak ada.

Kemudian pada akhir penelitian pada tanggal 30 Juni 2002, besamya
tunggakan yang bermasalah vaitu dari Kurang Lancar dan Diragukan menjadi
sebanyak 12 + 25 sama dengan 37 nasabah debitur atan 7,53 % dari keseluruhan
Jjumlah debitur, sedangkan untuk kredit macet tidak ada. Dengan demikian dilihat
dari prosentase kenaikan debitur yang bermasatah, maka nasabah debitur yang
bermasalah dari BPR Mranggen Mitrapersada ini mengalami kenaikan.

Dari hasil wawancara terpimpin , antara penulis dengan nasabah debitur

kurang lancar, diragukan dan bermasalah sebanyak 20 orang, diperoleh jawaban

bahwa ;
Tabel : 11

Alasan dart kredit bermasalah
ALASAN JUMLAH ( debitur ) PROSENTASE
- saat ini usahanya seret ( sepi ) 9 45 %
- tagihannya macet 5 25%
- Panenan gagal 4 20%
- tidak sénggup bayar lagi i 5 %.
- nagibnya kurang beruntung ( apes ) 1 5%
JUMLAH 20 100 %

Sumber : dari BPR Mranggen Mifrapersada
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Dari tabel terlihat bahwa hampir sebagian besar kredit bermasalah terjadi
karena capacity atau condition of economi,seperti usaha sepi, tagihan macet atau
panenan gagal dan memempati 90 % yang menjadi alasan kredit bermasalah |
sedanglan sisanya sebanyal 10 % timbul karena segi karakter dan colateral,

Upaya-upaya untuk mengatasi hmnbatan_ agar perlaksanaan kredit dapat
berjalan sesuai dengan kesepakatan, oleh BPR Mranggen Mitrapersada dimulai
melakukan pengawasan kredit terhadap nasabah lancarnya , terhitung mulai dari
keterlambatan di atas 5 hari, di mana bagian penagihan sudah melakukan
kunjungan dan pembinaan serta mengalokasi jaminan kredit. Para staff
penagihan berussha untuk menekan kenaikan jumlah nasabah dari lancar agar
tidak menjadi lancar, sehingga dapat dicegah sedini mungkin menjadi kredit
macet.

Adapun penanganan dari nasabah diupayakan untuk mengetahui
permasalahan yang sesungguhnya yang terjadi pada nasabah debifur, artinya jika
memang nasabah debitur masih dapat dilakukan pembinaan dan cukup
koorperatif, maka beberapa upaya yang diterapuh oleh para pihak adalah antara
lain : 7

l. Memanfaatkan asset yang dikuasai , disini bersifat non eksekusi. Nasabah
debitur dipanggil dan dilakukan evaluasi tentang kemampuannya menebus

asget tersebut . Apabila ternyata nasabah masih mampu untuk melakukan

pembayaran atan bisnis masih berjalan maka dapat ditempuh :

17 Budi Sukoriyanto, Kapala Bagian Pengawagan Kredit bank : wawancara




a. Melakukan resceduling atau penjadwalan ulang atau hutang debitur,
dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga kewajiban
angsuran dapat diperkecil atau lebih ringan

b. Melakukan penambahan plafon kredit, apabila memang usaha debitur
yang sifatuya masih prospektif akan tetapi terbentur oleh kesulitan
keuangan, atau cash flow. Umumnya penambahan plafon kredit ini dapat
disertai dengan penambahan jaminan atau tetap dengan jaminan yang
sudah ada.

2. Memberikan kesempatan kepada nasabah debitur untuk terlebih dahulu
melakukan penjualan assetnya atau obyek yang menjadi Jaminan kredit,
kesempatan mexnjual tersebut dilakukan tanpa mekanisme lelang, sehingga
nasabah debitur berhak mencari sendiri calon pembelinya, dan diharapkan
mendapatkan harga jual yang pantas sehingga masih terdapat sisa penjualan
setelah dikurangi pembayaran hutang.

3. Memberikan kesempatan kepada pemilik asset yang bukan nasabsh debitur
untuk menebus barangnya. Peluang ini diberikan kepada pemilik asset yang
menjamin pelunasan wtang nasabah debitur.

Penanganan di atas ditempuh bank bersama dengan nasabsh debitur dalam

upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit , di mana para pihak dapat duduk

bersama dan membahasnya dengan kesepai{atan yvang dapat diterima oleh

masing-masing pihak, sehingga. baik pihak bank maupun pihak nasabah debitur
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sama — sama berunding untuk mencari penyelesaian dari perjanjian kredit yang
sama-sama dapat menguntungkan para pihak.

Apabila kemudian kredit menjadi bermasalah, karena adanya itikad tidak
baik dari pihak nasabah debitur, misalnya dengan mengalihkan jaminan asset
kepada pihak ketiga, atau menggadaikan pada pihak ketiga sebagai jaminan
utang , atau raib sehingga susah dihubungi, maka upaya yang ditempuh oleh
pihak bank melakukan tindakan sepihak berupa :

1. menempuh jalur hukum pidana, yaitu dengan meminta bamtuan dari aparat

kepolisian untuk melakukan pemblokiran surat-surat jaminan kendaraan .

2. memakai tenaga penagihan dari pihak luar atau pihak ketiga, sebagi jembatan
penghubung amtara bank, nasabah debitur dan pihak ketiga lainnya.

3. Melakukan penyelesaian dengan pihak ketign yang menguasai asset, baik
dengan perantara debitur manpun tanpa debitur

Sedangkan alternatif yang paling buruk adalah dengan melalui gugatan atau
cksekusi melalui Pengadilan Negeri. Biasanya alternatif ini ditempuh untuk
pemberian jaminan berupa benda yang tidak bergerak, dimana untuk eksekusinya
harug meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

BPR. Mranggen Mitrapersada. ini pernah melakukan permohonan eksekusi ke
Pengadilan Negeri Purwodadi, tetapi kemudian diselesaikan secara damai oleh
bank dengan nasabah debitur , yaitu dengan cara berunding . Menurut Kepala

&

bagian Pengawasan , bahwa dalam penyelesaian ini pihak bank tidak dapat |

¥ Budi Sukoriyanto : wawancara
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menuntut untuk pembayaran seluruh kewajiban nasabah debitur yang terdiri dari
pekok hutang, bunga , denda dan biaya-biaya lainnya, akan tetapi harus berbesar
hafi untuk menerima jumlah yang kurang dari tuntutannya, wﬁlaupun nilat
jaminan asset sesungguhnya mencukupi untuk penyelesaian, ini dikarenakan
pertimbang bisnis semata-mata, yaitn dengan adanya penyelesaian yang cepat ,
maka diharapkan dana yang terbayar dari nasabah debitur yang bermasalah dapat
digunakan kembali untuk pemberian kredit kepada nasabah debitur lainnya,
karena jika dibandingkan dengan harus melalii prosedur eksekus: yang
kemungkinan untuk menang memang ada, akan tetapi harus diternpub waktu
yang cukup lama dan biaya yang cukup besar, schingga kurang praktis dan
efisien..”® |

Penyelesaian kredit biasanya ditempuh dengen cara tidak terlaln ngotot pada
tuntutan jumlah pembayaran, akan tetapi pada dapatnya dana ditarik sebagian
pembayaran dari nasabah debitur atau pihak ketiga secepatnya dan berapapun
besarnya, agar selanjutnya dapat digunakan untuk pemberian kredit pada nasabah
debitur lainnya.

Dalam kasus yéng cnkup berat , umumnya bank melakuken penghapusan
melalui cadangan piutang dan tunggakan diserahkan pada debt collector yaitu
sttatu organisasi penagihan vang dikelola swasta dan bekerja berdasarkan sistim

komisi. Dengan denikian pihak bank tidak berkonsentrasi untuk menyelesaikan

tunggakan yang bermasalah yang vmumaya cukup sulit dan memerlukan waktu

¥ Nyoo King An ; wawancara
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serta energl, tetapi lebih mefokuskan pada nasabah debitur yang masih ada dan
yang akan ada

Dengan demikian dalain mengatasi kredit bermasalab yang sudah masuk
kategori macet, umumnya pihak bank akan lebih memfokuskan diri pada
penanganan oleh pthak lvar dan mempersiapkan untuk dimasukkan dalam
cadangan piutang guna menghapus kredit macet. Pertimbangan bisnis semata-
mata yang menjadi pemikiran pihak bank, sehingga waktn yang ada lebih
digunakan ontuk mengelola asset yang ada dan membina nasabah debitur yang
masih dapat dibina sebagai langkah mencegah kredit bermasalah..

Cadangan piutang yang umumnya dibentuk oleh bank, merupakan sebagian
dari laba yang memang disisibkan untuk itu dan dipergunakan wuntuk
mengantigipasi resiko akan adanya kredit macet, hal ini sebagai konsekuensi dari
pemberian kredit yang merupakan pemberian kepercayaan dan tentunya akan ada
pula resiko yang harus ditanggung apabila nilai kepercayaan menjadi berkurang
atau hilang.

Oleh karena itu upaya-upaya vang dapat ditempuh untuk mengatasi

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kredit, harus dimulai sejak awal

pemberian kredit , pad=a proses realisazinya dan akhimnya pada saat pembayaran

angsuran sampai selesainya perjanjian kredit dan tentunya puia barus disertai
dengan niat dan itikad yang baik deri pihak bank dan nasabah debitur bahkan

juga dari pihak ketiga,
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BAB V

PENUTUDP

A. Kesimpulan

A.1. Hubungan Asas Kebebasan Berkontrak dengan sahnya Perjanjian Kredit

d,

Perjanjian kredit mempunyai fungsi sebagai perjanjian pokok, yaitu sebagai
alat yang menjadi pedoman mengenai batasan hak dan kewajiban masing-
masing pihak yaitu bank dengan nasabah debiturnya, serta memiliki akibat
dan resiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dan meskipun
memiliki kelemahan, perjanjian kredit tetap harus lahir dan berada untuk
menanggulangi atau mengeleminir masalah tersebut

Petjanjian kredit yang dibuat di BPR Mranggen Mitrapersada sudah
disediakan dalam bentuk perjanjian baku vang dicetak dan dipersiapkan
terlebih  dahulu oleh bank, sebelum ditandatangﬁni oleh nasabah
debiturnya, dam umumnya dengan perjanjian dibawah tangan.

Perjanjian kredit yang dibuat , selain harus memperhatikan ketentuan-

ketentuan peraturan dan Undang-Undang, asas moral, ketertiban umum,

asas kepatutan, asas kebiasaan dan juga harus diesrtai dengan landasan

itikad baik dari masing-masing pihak
Asas kebebasan berkonfrak, memang merupakan bagian dari kebebasan
dasar manusia yang bersifat asasi, dan karena manusia adalah mahluk

sosial , maka perlu adanya pembatasan untuk menentukan batas kebebasan,
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karena hukum perdata tidak hanya bertujuan melindungi perseorangan saja
tetapi juga melindungi masyarakat pada umumnya
A.2. Perlindungan terhadap Nasabah Debitur dalam Perjanjian Kredit

a. Kedudukan Nasabah Debitur selaku salah satu pihak yang cukup lemah,
karena tidak mempunyai kemampuan untuk menolak perjanjian yang dibuat
oleh Bank yang berkedudukan lebih kuat, maka dalam pembuatan
perjaniian kredit yang sudah baku perlu adanya peraturan yang melindungi
kepentingan nasabah debitur

b. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumten, sangat membantu untuk
melindungi kepentingan Nasabah Debitur, terutama dengan adanya
ketentuan larangan dibuatnya klawsula eksonerasi.

¢. Sebaiknya perjanjian kredit dibuat dengan dasar asas kemitraan, sehingga

masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang seimbang, dan dengan -

demikian tidak terbentuk alasan pembatalan perjanjian dikarenakan cacat
kehendak berupa kesesatan, ﬁaksaan, penipuan atau penyelahgunaan
keadaan.
A.3. Upaya-upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksansan Perjanjian Kredit

4. Asas-asas yang mendasari hubungan hukum antara bank dengan nasabah
debiturnya adalah selain karena hubungan kepercayaan juga dilandasi
dengan hubungan kehati-hatian

b. Pada saat sebelum kredit diberikan, kedudukan bank memang lebih kuat

dari nasabah debitur, namun pada saat kvedit telah dilaksanakan, kedudukan
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ini akan berbalik apabila ternyata nasabah debitur tidak mempunyai itikad
baik melaksanakan perjanjian, apalagi umumnya perjanjian kredit yang
dianggap sebagai contract law enforcement tidak dapat dijadikan sebagai
senjata untuk memaksa pihak debitur atay pihak ketiga lainnya
melaksanakan perjanjian ini.

. Untuk mengurangi timbulnya hambatan » pihak Bank sebaiknnya melakukan
penilaian terhadap nasabah debiturnya , baik dengan berpedoman pada 5C
yaitu Character, Capacity, Colateral, Capital dan Condition of economy
maupun memakai pedoman 4 P yaitu Personality, Purpose , Payment, dan
Prospect, dan ini merupakan awal dari ibungan kepercaynan pada nasabah
debiturnya.

Terhadap nasabah debitumya, periu dibina hubungan kekeluargaan sehingpa
keadaan nasabah debitur , secara tidak langsung dapat dipantau oleh.pihak
bank dan keadazn jaminan / agunan tetap dapat dilokalisir

. Hubungan dengan pihak ketiga yaitu aparat hukum ataupun penagih dari
pihak luar, umumnya dilskukan oleh bank apabila komunikasi langsung
dengan nasabah debitur telah mengalami kegagalan, keadaan ini ditempuh
terlebih dahulu sebelum pada akhimya pihak bank memutuskan untuk

menyerahkan kepada Pengadilan setempat.
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B. Sarap-saran

Norma hukum yang baik belum tentu dapat terlaksana dengan baik, apabila
tidak didukung oleh para pihak yang melaksanakan dan juga aparat hukum yang
harus menegakkannya, karena di dalam masyarakat dengan segala keragaman
watak dan kehidupannya, selalu dapat menimbulkan peluang untuk berperilakn
kurang baik dan terpunji.

Peraturan hukum yang mangatur perjanjian kredit sebenarnya sudah cukup
baik dan memadai, walaupun sesungguhnya masih dapat kekurangan yang masih
harus diperbaikik, akan tetapi apabila norma hukum di dalam masyarakat , benar-
benar dilaksanakan dengan baik, seperti norma “ yang namanya hutang tetap

 harus dibayar “ , maka persoalan yang timbula dalam perjanjian kredit, tentunya
tidak akan terjadi.

Bank sebagai salah satu lembaga pemberi kredit , di samping memperhatikan
nilai kepercayaan , tetaplah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, hal ini
berdasarkan pertimbangan , bahwa selain berorientasi pada bisnis, yaitn untuk
mendapatkan keuntungan, bank adalah lembaga kepercayaan dari masyarakat
yang menyimpan dananya

Dalam hubungan hukum, sebatknya bank memperlakukan nasabah
debiturnya sebagal mitra atau partnernya , karena walaupun nasabah debitur
memang memerinkan kredit dari bank, akan tetapi sesunggnhnya bank juga

memerlukan nasabah debitur, terlebih pada nasabah debitur yang selaln
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membayar tepat waktu dan menepati Janji, bukan hanya sekedar mitra akan tetapi

Juga menjadi asset bagi bank itu tersendiri.
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